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Di tengah usaha memperbaiki citra di tingkat internasional sebagai imbas dari krisis

mylti dimensi, pada akhir tahun 2006 Indonesia memperoleh kehormatan terpilih menjadi

anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap selama tahun 2007. Pada saat itu dunia internasional

sedang disibukkan perhatiannya pada perseteruan antara Iran dengan Amerika Serikat

mg¢ngenai permasalahan pengayaan uranium di Iran. Amerika Serikat menganggap bahwa

pephgayaan uranium Iran identik dengan pengembangan senjata nuklir. Amerika Serikat

mgrasa keberatan dengan usaha Iran ini. Sementara itu Iran menganggap bahwa pengayaan

uranium semata-mata ditujukan untuk kepentingan Iran yang mengalami defisit energi listrik

dah untuk kepentingan damai. Dua pandangan yang berbeda ini tidak kunjung memrveroleh

titjk temu, sehingga Dewan KeamananPerserikatan Bangsa-Bangsa (DK - PBB) diminta

membabhas, karena perseteruan ini dianggap dapat mengancam perdamaian dunia. DK - PBB

kemudian menyelenggarakan sidang yang kemudian dikenal dengan pembahasan Resolusi

DK - PBB nomor 1747. Selama proses pembahasan draf resolusi sempat ada perbedaan

a
d

Ira3n Ahmadinejad tidak segan-segan datang ke Indonesia untuk memperoleh dukungan.

O T =

Iara Amerika Serikat dengan Indonesia, Afrika Selatan, dan Indonesia. Amerika Serikat

Iran masing-masing berusaha memeperoleh dukungan dari anggota DK — PBB. Presiden

Dgmikian pula Amerika Serikat mengirim Menteri Luar Negeri Condoliza Rice untuk
m

encari dukungan. Dalam kenyataan Resolusi DK — PBB memperoleh persetujuan semua
ngota. Implikasi domestik di Indonesia antara lain menimbulkan pro dan kontra di
ztangan publik, sehingga kemudian menggulirkan ide pelaksanaan salah satu hak dari

wan Perwakilan Rakyat, yaitu hak interpelasi.

Oleh karena itu penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian. sebagai bevikut:

iii
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1. Apa yang menyebabkan sikap pemerintah mendukung resolusi DK PBB nomer 1747
memperoleh reaksi negatif dari publik di dalam negeri dan atas dasar apa organisasi-
organiasi massa berbasis Islam bereaksi negatif?

2. Apakah penjelasan pemerintah kepada publik mau pun kepada DPR berhasil di-erima,
sehingga mereka mendukung pemerintah?

Demi mencapai tujuan penelitian terscbut, kami merancang kerangka pemikiran

berdasarkan tinjauan pustaka, meliputi karya-karya penelitian mengenai demokrasi,

komhunikasi politik, dan kelompok-kelompok yang mempengaruhi berlangsungnya proses
politik di suatu negara. Teori-teori ini dimaksudkan untuk mengarahkan peneliti untuk
mefancang konsep dan teori sebagai arahan pada kerangka penggambaran yang dirumuskan
dalpm permasalahan penelitian. Penelitian yang bertipe deskriptif ini dilakukan dengan studi
kepustakaan yang banyak menekankan penelusuran teks-teks yang memuat permasalahan
sikhp Indonesia dalam mendukung.resolusi DK —PBB dan reaksi publik terhadap keputusan
tersebut, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu digulirkannya Hak
Int Frpelasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh
keg¢enderungan-kecenderungan yang disimpulkan sebagai temuan-temuan penelitian,

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Peftama, keberhasilan Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan

sejak 1 Januari 2007 merupakan prestasi politik luar negeri Indonesia yang sangat
bedharga bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena sejak krisis
myltidimensi tahun 1998 Indonesia banyak kehilangan peran dalam politik internasional.

Kedua, akan tetapi secara kebetulan dunia internasional sedang menghadapi persoaian yang
culkup rumit mengenai kasus nuklir Iran yang menghasilkan sengketa diplomatik antara
Amerika Serikat dengan Iran, sehingga Indonesia harus ikut terlibat langsung dalam upaya
pemyelesaian dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB.
Mgskipun pada awalnya Indonesia bersama-sama dengan Qatar dan Afrika Selatan
mgngajukan draf resolusi yang berbeda dengan kehendak Amerika Serikat, namun setelah
mdlalui proses pembahasan yang intens Indonesia akhirnya setuju dengan resolusi seperti
yang diinginkan Amerika Serikat. Ketiga, persetujuan Indonesia ini memperoleh reaksi
penolakan dari berbagai unsur masyarakat di dalam negeri termasuk di Dewan Perwakilan
Rakyat. Reaksi penolakan diaktualisasikan dalam berbagai bentu, yaitu demonstrasi,
yataan politik organisasi-organisasi kemasyarakatan, seminar-seminar, dan di Dewan
Petwakilan Rakyat muncul keinginan untuk melaksanakan hak anggota Dewan Perwakilan

Rakyat untuk minta penjelasan kepada presiden yang lazim dikenal sebagai interpelasi.

iv
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pmpat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan hak interpelasi sebagian
r politisi yang berasal dari partai politik yang bersebarangan dengan presiden. Setelah
alui prosedur pengajuan hak interpelasi, akhirnya pemerintah diminta untuk menjelaskan
p Indonesia dalam resolusi Dewan Keamanan nomer 1747 kepada dewan Perwakilan
cyat. Kelima, dalam memberikan penjelasan ini kenyataan presiden tidak pernah hadir
diri, namun mewakilkan kepada sejumlah menteri, Ketidakbhadiran ini sempat
himbulkan ketegangan politik anatara eksekutif dengan legislatif. Presiden mencoba
akukan terobosan dengan mengundang Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum
sultasi. Dalam forum ini meskipun masih ada yang mempersoalkan sebagai langkah yang

sesuai dengan prosedur interpelasi, namun secara politik memberi manfaat berupa

urunan ketegangan tensi politik dan bahkan menghasilkan kesediaan berbagai partai

polftik untuk tidak mempersoalkan hadir tidaknya presiden dalam acara penielasan

nerintah sehubungan dengan implementasi hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan

kyat. Keenam, hasil akhir dari penjelasan pemerintah adalah sikap cukup puas dari

se

m

agian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas penjelasan para menteri yang ditunjuk

akili presiden, sehingga tidak perlu lagi ada proses politik lain yang harus dilakukan

Depan Perwakilan Rakyat, seperti misalnya pemkzulan presiden dari tampuk pemerintahan.

Ketujuh, sejalan dengan berakhirnya proses interpelast ini, suara-suara ketidaksetujuan sikap

petperintah dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 1747 pun semakin menghilang.

Akpn tetapi tidak ada pernyataan dari berbagai organisasi, terutama yang berbasis massa

Isl

m menerima penjelasan para utusan presiden tersebut atau tetap menolak.
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ABSTRACT

This research proposes research questions : What is attidude of Indonesia support to
He Security Council of United Nations Resolutions Number 1747 get negative reactions from
dpmestic public and what is the reasons of Islamic mass Organizations to negative reactions
d what is the government explanation to public and Legislative Council accepted. so they
sipport their goverment attitude. The main purpose of this research 1o analyze and evaluate
whether public opinion and interpelation of the Legislative Councile influence to the
overnment attidude 1o support to the Security Council of United Nations Resolutions
umber

To achieve this research purposes, we decided to review some literatures about
emocrazy, politic communications, and coomunity groups in which to influence of
;olitical processes. This research uses qualitative analysis to conclude some inventions.

After doing discussion and analysis, we conclude that : first, Indonesia succesful as a
njember of Unpermanent Security Council for third times is prestigious for the foreign policy
Susilo Bambang Yudoyono Governmental.Second, after along discussions in the Council
utimalely Indonesia agree with the Resolution Number 1747. Third, some domestic mass
ofganizations and members of Legislative Council have negative reactions with Govemment
ajtidude to agree the Resolution, so the Legislative Council to adopt interpelation right to the
president Fourth, almost members who launch interpelation are from political parties that
oppsite to Susilo Bambang Yudhoyono. Fifth, President never attended to the Legislative
House, he only sent some ministers. And when the deal deadlock, because president not
aftended, president invited Legislalive Leaders in consultations forum as a
breakthrough.Sixth, almost of the Council Leaders said not a problem with president
attended in interpelation sessions. Seventh, afier interpelations sessions the end, no one to
djsagree with government attitude to agree Resolution Number 1747.
Key words: Security Council Resolution Number 1747, democrazy, political
pbmmunication, interpelation right.
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KATA PENGANTAR

Semenjak terjadinya krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia, salah satu

perpoalan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah terpuruknya kepercayaan dunia

L

in
sa

SW

rnasional terhadap Indonesia. Mulai dari pemerintahan presiden Abdulrahman Wahid
pai presiden Susilo Bambang Yudoyono selalu mengagendakan perbaikan citra Indonesia

pbagai salah satu prioritas kebijakaqn luar negerinya, selain usaha untuk mengatasi krisis

pergkonomian.

ke

Berbagai fora dicoba oleh pemerintah untuk menciptakan citra baik dan memperoleh

ercayaan dari dunia internasional. Pada tahun 2006 merupakan satu angin segar yang

menyejukkan, karena Indonesia untuk yang ketiga kalinya terpilih menjadi anggota tidak

tetgp Dewan Keamanan PBB selama tahun 2007. Secara kebetulan saat Indonesia terpilih,

dupia internasional sedang menghadapi permasalahan cukup serius, yaitu sengketa antara

Amerika Serikat dengan Iran mengenai pengayaan uranium yang berpotensi menghasilkan

eng

me

pel
mg
An

si

bu

Al

ke

rgi listrik berbahan baku nuklir dan senjata nuklir. Sengketa ini dikhawatirkan dapat

ngakibatkan instabilitas internasional, apabila kedua negara tersebut tetap bersikukuh

deTgan argumen masing-masing. Jalan keluar yang ditempuh secara politik membawa

sengketaan ini ke Dewan Keamanan PBB. Setelah bulan Maret 2006 DK- PBB
nggulirkan resolusi nomer 1696 dan bulan Desember resolusi nomer 1737, sengketa
nerika Serikat dengan Iran tetap tidak mereda, sehingga DK-PBB menyelenggarakan
ng untuk menggulirkan ri resolusi nomer 1747.

Fakta yang kemudian terungkap bahwa resolusi DK-PBB nomer 1747 disetujui secara
at oleh semua anggota Dewan Keamanan, pada hal sebelumnya ada perbedaan antara
nerika Serikat dengan Afrika Selatan, Qatar, dan Indonesia. Sikap Indonesia yang

nudian setuju dengan resolusi tersebut memperoleh reaksi publik dalam negeri, seperti

demonstrasi, pernyataan para tokoh masyarakat, dan juga reaksi anggota Dewan Perwakilan

=

p
PH

yat. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab yang menimbulkan reaksi
lik di dalam negeri berkaitan dengan sikap pemerintah yang setuju dengan resolusi DK
B 1747.

vii
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Perielitian ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan organisasi massa berbasis Islam

mefolak persetujuan Indonesia atas resolusi DK PBB nomer 1747 dan mengetahui apakah

has*l dari interpelasi yang digulirkan DPR

luagy

Penelitian yang berkaitan antara opini publik di Indonesia dengan kebijakan politik

negeri Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa masih relatif sedikit, sehingga

dih}irapkan memberi manfaat secara akademik, karena temuan-temuannnya akan

memperkaya pengetahuan akan kinerja kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di DK-

PBB.

Manfaat praktisnya, temuan ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pemerintah

nesia, sehingga dalam mengambil sikap atau kebijakan perlu memperhatikan variabel

dalpm negeri yang harus diperhitungkan implikasinya.

Tim peneliti juga mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat

taufiq dan inayahNya penelitian ini dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan banyak

terima kasih kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada mas Aswin dan mas

Dika yang telah banyak memberikan bantuan. Ibarat pepatah tiada gading yangb tax retak,

petelitian ini pun masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran kami tunggu dari

pa

pembaca laporan ini.

Surabaya, November 2008

Tim Peneliti

viii
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BAB I
PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Dalam pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
1ggal 16 Oktober 2006, Indonesia untuk ketiga kalinya terpilih sebagai anggota tidak

ap Dewan Keamanan PBB masa bakti 2007-2008. Indonesia pernah menjadi anggota

dda tahun 1973-1974 dan 1995-1996.

Era tahun 70 dan 80-an perang dingin dan persaingan ideologi sosialis dengan

peralis  dan komunisme dengan kapitalisme menjadi mainstream percaturan politik

internasional. Situasi ini merupakan tantangan berat Indonesia dalam keikutsertaannnya

enjamin perdamaian dunia. Pada era tersebut kesulitan terbesar adalah peran dominan

ggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, sehingga banyak resolusi yang

grus mentah kembali karena diveto.

Era 90-an perang dingilli telah usai, sehingga banyak keberhasilan peran yang
ipat dicatat dari Dewan Keamanan PBB. Konflik di Afghanistan, perang Irak- Kuwait,
nyelesaian masalah Kamboja merupakan sebagian prestasi yang dapat dibanggakan.
plam konteks ini peran Indonesia tentu tak dapat diabaikan dalam Dewan Keamanan.
ida masa ini isu keamanan terjadi pergeseran, yaitu keamanan bukan semata-mata

asalah militer, namun permasalahan lingkungan, permasalahan pelanggaran hak-hak

fasi manusia dan bahkan demokrasi dan demokratisasi pun menjadi bagian dari wacana

engenal keamanan.
Memasuki abad ke 21 konflik menyejarah antara Amerika Serikat bersama

kutunya yang tergabung dalam NATO atau G7 dengan Uni Soviet bersama pakta

arsawa meluntur sejak perang dingin berakhir. Bahkan dalam banyak hal Amerika
MILIK
LAPORAN PENELITIAN® ESH&H inddhbsiaDalam Dewan Keamanan PBB Djoko Sulistyo 1
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Sefikat kemudian menjalin hubungan yang semakin baik dengan Rusia yang mewarisi
segala kebesaran Uni Soviet yang runtuh pada tahun 1989. Bahkan perkembangan yang
mqnarik, kini negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah yang semula menjadi satelit
Uni Soviet sebagian telah bergabung dalam proses perluasan Uni Eropa dan perluasan
NATO.

Tahun 2007-2008, meskipun fenomena kerjasama tampak semakin menonjol,
tetapi konflik di berbagai belahan dunia juga masih pula terjadi. Konflik peninggalan
perang dingin yang sampai kini belum memperoleh pemecahan adalah Palestina — Israel,
Mpsalah Kashmir, Tamil di Sri Langka meski skalanya lebih rendah juga belum berhasil

di

—

peroleh solusinya yang tepat. Konflik baru yang perlu penanganan serius antara lain
pasca pendudukan Afghanistan dan Irak oleh Amerika Serikat, krisis di Semenanjung
Korea, isu kemerdekaan Taiwan, kemudian ancaman keamanan dunia seperti peredaran

It

o

rkotika yang semakin mengkhawatirkan, isu lingkungan hidup dan isu-isu seperti
patensi konflik perkembangan postur kekuatan militer Cina, dan perubahan status
pgsukan bela diri Jepang menjadi kekuatan regular yang dikomando di bawah departemen
pgrtahanan Jepang.

Sejak 1 Januari 2007 yang lalu Indonesia menduduki kursi sebagai anggota Dewan

Kfamanan PBB tidak tetap. Secara kebetulan krisis nuklir Iran sedang menjadi perhatian

utama publik internasional, karena penyelesaian masalah direkomendasi oleh Badan Atom
dgn Energi Internasional (IAEA) untuk dibahas Dewan Keamanan PBB. Nuklir
rupakan hasil rekayasa teknologi yang dampaknya sangat luar biasa, sejarah
mbuktikan bom nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat bulan Agustus 1945 di
oshima dan Nagasaki sampai saat ini meninggalkan kisah pilu yang sulit kita lupakan

b¢rsama.

LAPORAN PENELITIAN  Sikap Indohesia Dalam Dewan Keamanan PBB Djoko Sulistyo 2
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Krisis nuklir Iran yang notabene antara Iran dengan Amerika Serikat mengandung

pofensi akibat yang kurang lebih akan seperti Hiroshima dan Nagasaki, bila tidak
iperoleh solusi yang memadai. Selain itu saat ini Indonesia juga sedang mewacanakan

pepgembangan dan rencana pembangunan industri listrik berbahan bakar nuklir di Jepara,

Japva Tengah. Sampai saat ini tidak ada keributan seperti yang terjadi di Iran. Mengapa

hal’ ini bisa terjadi?

Tanggal 16 Oktober 2006 merupakan sejarah baru, Indonesia kembali menjadi

arngota Dewan Keamanan tidak tetap mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31

D¢sember 2008. Dua hari kemudian presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil

ppsiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa prioritas Indonesia dalam partisipasinva adalah

j =5
.

d

o

di

ng

M

5¢

In

kg

P4

nyelesaian masalah di Timur Tengan dan Korea Utara ( Jakarta Post, 18 Oktober 2006
n 19 Oktober 2006).

Permasalahan Timur Tengah dan Korea Utara masalah yang sampai saat ini belum
pat diatasi oleh negara-negara besar. Formula penyelesaian yang tepat pun belum
peroleh. Bila kita mau mengakui secara jujur, Indonesia saat ini sedang berada di titik
dir. Bila dulu merupakan pengendali ASEAN, sekarang dalam banyak hal peran
alaysia dan Singapura lebih menonjol. Dalam Gerakan Non Blok peran Indonesia tidak
besar pada masa Sukarno dan Suharto, meskipun versi Departemen Luar Negeri RI
donesia masih menjadi prime mover bersama dengan Afrika Selatan.

Akan tetapi dalam kondisi yang demikian kita tidak harus menjadi pesimis atau

b:#hkan menjadi fatalis. Harapan untuk dapat tetap berperan ikut menciptakan perdamaian,

ramanan dan kemerdekaan di dunia seperti yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran

mbukaan Undang-undang Dasar 1945 masih punya momentum, yaitu menjad’ anggota

D%wan Keamanan PBB yang ketiga kali.
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Kiprah pertama sudah mulai terlihat, yaitu tanggal 21 Maret 2006 bulan lalu
wan Keamanan PBB mulai membahas rencana resolusi baru mengenai Iran Rencana
olusi tersebut sudah disetujui lima anggota tetap untuk dibahas. Konon resolusi ini jauh

ih keras dari resolusi nomer 1696 Maret 2006 dan resolusi nomer 1737 yang

dikeluarkan tanggal 20 Desember 2006. Yang krusial dari resolusi terakhir adalah agar

Ir+\ mematuhi untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Tampaknya resolusi yang

bafu ini sudah mengarah pada seruan implementasi sanksi kepada Iran, karena menurut

Mphammed Al Baradei bahwa IAEA belum dapat menyimpulkan sifat damai program

n

lir Iran, dan Iran masih melakukan pengayaan uranium dan reaktor air berat. Dalam

kgnteks ini Indonesia, Afrika Selatan dan Qatar mengajukan perubahan draf resolusi

yang lebih lunak( Kompas 22 Maret 2007). Yang jelas menarik, presiden Ahmad Dinejad

k

amya diberi kesempatan berpidato sebelum pemungutan suara terhadap resolusi ini

diJaksanakan.

k

Sehubungan dengan peran Indonesia di DK PBB perlu digarisbawahi bahwa

dqlam pertemuan OKI dan Gerakan Non Blok yang lalu, Indonesia mendukung
pgngembangan teknologi nuklir damai, bukan pengembangan senjata nukiir apalagi
prpliferasi senjata nuklir. Secara logika Indonesia dalam pemungutan suara akan
m‘empertimbangkan apa yang telah didukung di dua organisasi tersebut. Sehingga
Indonesia perlu menyuarakan keberpihakan yang sesuai dengan amanat OKI dan GNB.

Dengan demikian apabila resolusi ini bertentangan dengan semangat OKI, GNB dan

usul yang tertuang dalam NPT dan amandemen Protocol, maka logikanya Indonesia

an menyatakan menolak resolusi, bukan bersifat abstain atau bahkan setuju.

Sehari setelah muncul berita Indonesia bersama dengan Afrika Selatan dan Qatar

annya usulan Afrika Selatan untuk memberi tenggat waktu 10 bulan kepada Iran dan

ngajukan perubahan usulan resolusi, dikabarkan Amerika Serikat menolak diduga
a
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usplan Indonesia dan Qatar yang mengusulkan penghapusan senjata nuklir di kawasan
Ti&nur Tengah. Tenggat 10 bulan katanya hanya akan memberi peluang Iran terus
melakukan pengayaan uranium(Kompas, 23 Maret 2007). Penghapusan senjata nuklir di
kqwasan Timur Tengah tentu merugikan Israel.

Kabar penolakan ini jelas memberi sinyal bahwa batas kesabaran Amerika Serikat
mhplai menipis dan keberpihakan terhadap Israel merupakan rintangan besar dalam upaya
menyelesaikan krisis. Pidato Ahmadinejad di DK PBB pada akhir Maret atau awal bulan
April tentu akan memberi pengal_'uh terhadap lolos tidaknya resolusi.

Skenario pertama, Ahmadinejad dalam pidatonya tetap konsiten akan mengambil
aga pun resikonya terhadap program pengayaan uraniumnya. Kalau ini yang terjadi,
Amerika Serikat pasti bersikap keras dan Uni Eropa yang sesungguhnya kurang sejalan
dgngan sikap keras Amerika kemungkinan tidak ada pilihan mendukung sikap Amerika.
Resolusi hanya dapat digagalkan bila Rusia dan atau China menggunakan hak vetonya.
Skenario kedua, Ahmadinejad melunakkkan sikap dengan memberi peluang
kgmpromi demi terselesaikannya masalah nuklir ini. Pemungutan suara mungkin akan

sedikit merugikan Amerika Serikat, karena Uni Eropa, Rusia dan China bersama dengan

£

arjggota Dewan Keamanan Tidak Tetap menyatakan tidak setuju dan memilih solusi
p&;litik yang lebih baik. Artinya usulan resolusi kemungkinan kandas tanpa melalui veto.

Kenyataan yang kita hadapi, ternyata dalam pemungutan suara hari Sabtu 24
Maret 2007 anggota DK PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi 1747 yang antara
lakn berisi pemblokiran seluruh ekspor senjata Iran, pembekuan asset 28 pejabat dan
institusi tambahan yang terkait dengan program nuklir Iran, larangan pemberizn bantuan
dJm pinjaman keuangan kepada Iran dan pemberian tenggat 60 hari kepada Iran untuk
n{emenuhi permintaan DK PBB(Kompas 26 Maret 2007). Berita ini menggambarkan

betapa Amerika Serikat sangat superior, sebaliknya Indonesia, Afrika Selatan Jan Qatar
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dalam posisi begitu lemah. Kita menunggu komentar apa yang diucapkan Menteri Luar
Neggeri, Hasan Wirayudha, atau Juru Bicara Departemen Luar Negeri sehubungaa dengan
ketidakkonsistenan Indonesia yang di OKI dan GNB mendukung pengembangan
teknologi nuklir untuk damai di Iran.

Hal yang kedua berita akan kehadiran presiden Iran, Ahmadinejad  saat
pgmungutan suara juga tidak terjadi. Ia hanya diwakili Menteri Luar negeri Iran,
MLmouchehr Mottaki. Pada hal kehadiran Ahmadinejad sangat penting. Meskipun
Amerika menolak tuduhan ia mempersulit perolehan visa, jelas ada yang salah sehingga
hak Iran untuk membela diri tidak terakomodasi dalam sidang DK PBB kali ini.

Persetujuan atas resolusi DK PBB nomer 1747 ternyta memperoleh reaksi dari

—

bgrbagai kalangan di dalam negeri. Kelompok masyarakat yang tampaknya paling vokal
bgrasal dari kalangan muslim. Beberapa organisasi masa berbasis Islam menéungkapkan
kqtidak setujuan atas kebijakan pemerintah dalam krisis nuklir Iran. Secara garis besar
mpreka mensinyalir ada tekanan dari Amerika Serikat, sehingga Indonesia mermutuskan
ungtuk menyetujui resolusi tersebut. Keputusan tersebut juga mengundang reaksi dari

ajggota DPR, sehingga mereka menggalang tanda tangan lintas fraksi untuk mengajukan

erpelasi yang merupakan hak DPR untuk memperoleh penjelasan dari presiden.

._.

B} Perumusan Masalah
Bertolak pada latar belakang di atas, maka permasalahan sikap pemerintah

mf:ndukung resolusi DK PBB nomer 1747 dan reaksi publik di dalam negeri

nimbulkan permasalahan yang dapat berimplikasi pada posisi kepemimpinan presiden
Susilo Bambang Yudoyono. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan beberapa

pgrtanyaan penelitian. sebagai berikut:
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. Apa yang menyebabkan sikap pemerintah mendukung resolusi DK PBB nomer
1747 memperoleh reaksi negatif dari publik di dalam negeri dan atas dasar apa
organisasi-organiasi massa berbasis Islam bereaksi negatif?

. Apakah penjelasan pemerintah kepada publik mau pun kepada DPR berhasil

diterima, sehingga mereka mendukung pemerintah?
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
-Demokrasi: Akuntabilitas Publik, Kelompok, dan Politik Luar Negeri
Demokrasi menurut Sorensen memiliki dua refleksi. Dalam arti yang sempit
fmokrasi dimaknai sebagai suatu mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Pada

ektrum yang lebih luas demokrasi mengacu pada prinsip otonomi yang berupa

altuntabilitas negara dalam derajad yang tinggi dan suatu pengawasan masyarakat sipil

te

thadap agenda-agenda politik yang ada. Hal tersebut meliputi pula perlindungan akan

hgk dan kewajiban yang setara, terhadap hak asasi manusia, kehidupan ekonomi,dan

kg

hidupan sosial ( Sorensen, 2003: hal. 14-15). Diskusi mengenai keefektifan dan

kgefisienan sistem demokrasi mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai

uffuran-ukuran dari konsep demokrasi, yang tentu saja memperkaya khasanah ilmu politik

d4n studi interdisipliner dari bidang ilmu hubungan internasional.

Penelitian mengenai demokrasi dapat bertitik tolak melalui sistem politik yang

dipandang sebagai jaringan saluran komunikasi yang kemampuannnya dap:t diukur

dgngan mempertimbangkan aspék unit-unit pembentuk sistem dan kemampuan dari unit-

utfit tersebut dalam menerima dan mengirimkan agenda-agenda informasi dalam kurun

waktu dan keefisienan tertentu. Penelitiaan mengenai saluran komunikasi ini antara lain

te

lah dilakukan oleh Scramm, Berloo,Ellul, De Fleur, dan Ball- Rokeach yang

memusatkan perhatian pada Propaganda. Sementara itu dengan pendekatan psikologi

sopial antara lain dilakukan oleh Heider, Newcomb, Osgood, dan Festinger. Mc Guire dan

Papageorgis meneliti mengenai persuasi (Severin dan Tankard, 2005).

Karl Deuttch mengkaji saluran komunikasi dalam implementasi kebijakan dari

segi feed back. Dengan melihat mekanisme umpan balik suatu implementasi kebijakan

demokrasi diukur dengan akuntabilitas pemerintahan atau lembaga pemerintah terhadap
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pquik. Deutch berteori bahwa tujuan suatu entitas politik tercapai secara maksimal, bila
umpaqn balik negatif berfungsi maksimal pula. Umpan balik yang demikian memberi
mgkana bahwa sistem akan memperoleh informasi mengenai posisi tujuan, jauhnya jarak
yanhg dicapai oleh tujuan, dan kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem dalam menempuh
jarpk yang dimaksusd (Varma, 2003: 375).

Kemampuan sistem politik dalam menanggapi feed back kebijikan atau
infprmasi, besar kecilnya ditentukan oleh empat faktor berikut. Pertama, muatan sistem
yai(tu besarnya kemampuan yang dimiliki oleh sistem dalam mnerima informasi. Kedua,
tingkat kelambanan yang berupa kecepatan sistem dalam menanggapi informasi mengenai
feed back dari suatu kebijakan. Ketiga, hasil yang berkaitan dengan besarnya reaksi dan
kegfektifan sistem dalam mereaksi feed back kebijakan yang diambail. Keempat, arah
yarlg berupa kemampuan mengolah dan memanfaatkan hasil informasi, sehingga dapat
dighnakan untuk memperhitungkan konsekuensi mau pun kondisi terhadap persitiwa
yarlg akan datang Varma, 2003: 376 — 380).

Masih sedikit studi mengenai hubungan demokrasi dengan politik luar negeri. Dari
yang sedikit ini Risse-Kapen melakukan studi mengenai peranan opini publik dengan
perybahan kebijkan luar negeri. Ia meneliti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan
Jep%g. Temuan yang diperoleh, di empat negara tersebut opini publik menjadi masalah
dalgm kebijakan luar negeri. Dampak opini publik pada implementasi kebijakan luar
negeri tidak langsung. Efektif tidaknya pengaruh opini publik tergantung pada derajad
sentralisasi lembaga-lembaga politik, derajad dominasi nergara atas jaringan kebijakan,
danderjad polarisasi di antara kélompok masyarakat (Sorensen, 2003: 173 — 184).

Dengan demikian membahas demokrasi tentu tak akan lepas dari kelompok-
kelgmpok masyarakat. Risse-Kappen menemukan bahwa terdapat hubungan tertentu

antaya polaritas kelompok masyarakat dengan output kebijakan luar negeri. Kedekatan
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liasi, keturunan, ideologi, agama dan kesamaan-kesamaan lain merupakan pembentuk

identitas kelompok,sehingga sungguh tepat apa yang didefinisikan David Truman bahwa

k

Q

lompok individu yang memiliki kesamaan dasar dan atau perilaku yang memiliki

kepentingan sama dalam sistem menuntut kelompok lain menghargai dan bahkan

k

Q

Be

b

[

dej

meg

del

lompok individu mengikuti membentuk kelompok laginnya Varma,2003: 229).

Studi mengenai kaitan kelompok masyarakat dan politik diuraiakan oleh Arthur F.
ntley, Grant McConnel dan Theodore J. Lowi yang pada dasarnya menyimpulkan
hwa kelompok memiliki kepentingan tertentu yang diusung dan diupayakan atua
hgan kata lain diartikulasikan dan diagregasikan keluar kelompoknya. Mc Connel
nemukan bahwa karakter demokratis di satu pihak dan dipihak yang lain heterogenitas

ajad sosial dan politik membentuk sifat tuntutan yang dibuat oleh berbagai kzlompok

yahg heterogen tersebut. Heterogenitas terbentuk dari berbagai faktor politik, }hususnya

bej

kaitan dengan kekuasaan dan pemberian suara sehingga pegawai negeri dan badan-

badan pemerintah harus tanggap. Sementara Lowi lebih mengerucut bahwa artikulasi

kepentingan politik dan perilaku kelompok digalang oleh cara lembaga-lembaga politik

danp kebijakan pemerintah dalam membentuk daerah pemilihan, sehingga sekali

diputuskan kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik pun dapat

mehgharapkan keberhasilan melakukan suatu perubahan besar (Varma, 2003: 230).

Kasus krisis nuklir Iran yang kemudian mengharuskan Indonesia harus bersikap

setyju, ternyata memperoleh reaksi dari berbagai kelompok kepentingan di dalam negeri

Indpnesia. Sifat heterogenitas kelompok kepentingan di Indonesia yang kompleks tidak

me

mungkinkan mengidentifikasi semua kelompok kepentingan yang ada, sehingga dalam

penglitian ini artilkulasi kepentingan dan agregasi kepentingan kelompok yang diteliti

dip

grsempit ke dalam kelompok-kelompok kepentingan yang khusus berkaitan dengan

Irar] dan Timur Tengah.
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Beberapa survey yang dilakukan Asia Foundation mengenai demokrasi di

Ingonesia diperoleh temuan bahwa sejak tahun 1999 masyarakat semakin tidak percaya

bal

yal
mg¢

ter

hwa pendapatnya akan didengar pemerintah. Alasan untuk memilih partai tertentu atau

afTIiasi 10%, karena partai tersebut adalah partai saya 19%, partai tersebut melakukan hal

ng baik 14%, dan karena pemimpin partainya 11%. Sebagian besar pemilih tidak yakin
ngenai konsep partai Islam, dan apa yang diharapkan dari partai Islam. Dari survey

sebut semakin memperlihatkan kelompok religius dan ideoligi mengemuka dalam

aktivitas politik saat pemilihan umum.( The Asia Foundation, 2003)

Duverger berpendapat bahwa ada dua kelompok ideologis, yaitu ideologi politik

yailg berhubungan langsung dengan hakikat kekuasaan dan pelaksanaanya. Partai Politik,

kelpmpok kepentingan tertentu seperi aktivis lingkungan hidup, pembela HAM, asosiasi

rahpsia, dan organisasi para militer. Sementara ideologi non politis yang tak berkaitan

langsung dengan kekuasaan, seperti kelompok agama,filosofis, dan artistik yang sering

me

:ﬁniliki peran atau pengaruh politik (Duverger,2000: 244-45).

Dalpm meneliti kelompok agama pemikiran Daniel L. Pals (Pals, 1996) perlu menjadi

pertimbangan. Pals menyatakan ada tujuh teori modern mengenai agama:

. Agama sebagai suatu animisme dan kegiatan yang berkaitan dengan kepercayaan
hal-hal magis. Teori ini menganalisis kemunculan agama atau sosiolozi agama

pada masyarkata primitf yang mengaitkan kepercayaan agama dengan kondisi

alam yang ada.

b
0

Agama sebgai tuntutan dan atau kebutuhan dasar, implikasinya pada studi bidang
psikologi.

3 Agama dan Masyarakat. Agama adalah sebuah sistem terpadu dari kepercayaan
dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yakni yang terpisah dan

terlarang. Praktik tersebut mengelompokkan manusia dalam komunitas gereja,
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pura, dan sebagainya. Sebab-sebab yang menentukan agama berada pada tradisi

yang kompleks dalam masyarakat. Agama bertindak sebagai sentimen sosial,

memberi simbol, dan ritual yang memungkinkan orang mengungkapkan ekspresi
yang dalam, yang melabuhkan mereka pada komunitas mereka.

Agama sebagai alienasi, yaitu suatu alat untuk melanggengkan para pemilik modal

dan kekuasaan.

Dua aksioma yang ditawarkan Eliade, yaitu agama merupakan suatu yang otonom

yang sering berlaku menjadi variabel independen dan merupakan sebab. Kedua,

Sehingga cara menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan agama adalah

dengan studi perbandingan.

E. Evans-Pritchard menyatakan bahwa pemahaman mengenal  ke-Tuhanan

terrefraksikan dalam beberapa tingkat keilahian yang berlaku di dalam snatu cara

tertentu bagi kelompoksosial atau klan.

Teori agama yang dikemukakan Cliffort Geertz pada tahun 1966 bahwa

kebudayaan sebagai susunan atau ide yang merupakan simbol tempat orang

meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap
mereka terhadapnya. Agama sebagai sistem budaya adalah agama yang:

a. Sebuah simbol yang berperan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang
membawa dan menyampaikansuatu ide kepada orang, suatu obyek seperti roda
dua orang Budha , suatu peristiwa seperti penyaliban, suatu ritual seperti bawa
mitzwah, atau sekadar tindakan tanpa kata , seperti gerak isyarat kasihan atau
kerendahan hati

b. Membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasisf, dan tahan lama di
dalam diri manusia dengan cara agama membuat orang merasakan sesuatu dan

melakukan sesuatu karena munculnya etos dan pandangan dunia.

MILIK
| PERPIISTA KA/
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¢. Merumuskan konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu,
sehingga

d. Suasana hati dan motivasi tampak realistik secars  unik.
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BAB III

Tujuan dan Manfaat Penelitian

.JTujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab yang menimbulkan reaksi
publik di dalam negeri berkaitan dengan sikap pemerintah yang setuju dengan
resolusi DK PBB 1747.

2. Mengetahui alasan organisasi massa berbasis Islam menolak persetujuan Indonesia
atas resolusi DK PBB nomer 1747.

3. Mengetahui apakah DPR berhasil menggulirkan interpelasi.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian yang berkaitan antara opini publik di Indonesia dengan kebijakan
politik luar negeri Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa masih relatif sedikit,
sehingga diharapkan memberi rmanfaat secara akademik, karena temuan-
temuannnya akan memperkaya pengetahuan akan kinerja kebijakan luar negeri
Indonesia, khususnya di DK PBB.

2. Manfaat praktisnya, temuan ini dapat digunakan sebagai masukan untuk
pemerintah Indonesia, sehingga dalam mengambil sikap atau kebijakan perlu

memperhatikan variabel dalam negeri yang harus diperhitungkan implikasinya.
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BAB1V

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-

ber pustaka yang berupa buku, jurnal ilmiah, koran yang tersedia di perpustakaan ,

memanfaatkan pula jaringan internet sebagai sarana studi kepustakaan. Data yang

diperoleh diklasifikasi dan dianalisis dengan metode berpikir induktif dan deduktif,

sehingga diperoleh gambaran mengenai kaitan kebijakan luar negeri Indonesia dengan

regksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

dil

ke

te]

Berkaitan dengan reaksi publik dalam negeri Indonesia, maka penggambaran yang

akukan dalam penelitian ini adalah para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan

R#kyat, khususnya anggota Komisi I yang membidangi permasalahan pertahanan

amanan dan hubungan luar negeri. Selain itu kelompok-kelompok kepentingan yang

gabung dalam organisasi-organisasi massa, khususnya kelompok kepentingan yang

bérbasis Islam.

Penelitian ini berfokus pada reaksi publik dalam negeri Indonesia terhadap

kgbijakan pemerintah Indonesia yang setuju dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB

ng

mer 1747 yang antara lain berisi pemblokiran ekspor senjata Iran, pembekuan aset 28

pgjabat dan institusi yang berkaitan dengan prgram nuklir Iran,larangan pemberian

bantuan dan pinjaman keuangan kepada Iran, dan tenggat waktu 60 hari untuk mematuhi

repolusi DK PBB tersebut. Dengan demikian unit analisis yang digunakan adalah

k

lompok individu, sedang unit eksplanasinya negara bangsa. Kaitan unit analisis dan unit

el}splanasi ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antar variabelnya, namun

sgbagai instrumen penggambaran dalam penelitian deskriptif ini.
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BABV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.| Sikap Resmi Indonesia Mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747

Sebelum sidang Dewan Keamanan PBB dimulai, Duta Besar Indonesia untuk PBB,
Rezland Izhar Jenie, men yatakan sidang dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat.
Si}iang Dewan Keamanan PBB tersebut terbagi dalam beberapa tahap seperti pembukaan
olgh pemimpin sidang, pernyataan awal dari beberapa negara, pengambilan suara dan
pefmyataan penutup dari beberapa negara serta penutupan (Sidang Resolusi 1747 United
Ndtions, 24 Maret 2007).

Melalui duta besar Indonesia untuk PBB, seperti dikutip pada meeting report Dewan
Ke¢amanan PBB (24 Maret 2007), pada dasarnya pemerintah Indonesia memposisikan
drpft resolusi 1747 bukan sebagai alat untuk menghukum pemerintah Iran. Pemerintah
Indonesia, memandang draft resolusi ini sebagai cara untuk melakukan persuasi dan
menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Pemerintah selanjutnya berharap bahwa
pqmerintah Iran bersedia untuk melakukan penghentian aktivitas nuklirnya dan segera
melakukan negosiasi atas dasar itikad yang baik. Pemerintah Indonesia berharap agar
pgmerintah Iran membuka pintu lebar — lebar terhadap upaya perdamaian.

Lebih lanjut mengenai draft resolusi tersebut, pemerintah Indonesia berpendapat
bghwa dengan adanya draft tersebut akan menciptakan kawasan Timur Tengah yang
bgbas senjata pemusnah massal. Pemerintah juga percaya bahwa dengan adanya kondisi
tersebut, maka secara tidak langsung akan memperkuat keamanan global.

Secara lebih luas, peinerintah berharap bahwa resolusi tersebut harus
dlimplementasikan secara seimbang dan non-diskriminasi. Bagi negara — negara lain di

Iyar Timur Tengah, pemerintah juga mengharapkan bahwa pemerintah — pemerintah yang
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mpunyai nuklir diharapkan segera melakukan perlucutan. Pada akhirnya, pemerintah

harap bahwa apa yang seharusnya dilakukan adalah eliminasi total terhadap nuklir,

buh(an hanya pembatasan, terutama penggunaan nuklir untuk kepentingan militer.

rakhir, pemerintah sangat mengharapkan dan mendukung penggunaan nuklir untuk

tuiuan yang damai.

Hal senada juga disampaikan oleh menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda

dalam berbagai sosialisasi termasuk dalam rapat kerja sama dengan komisi I DPR-RI 29

Maret 2007 (Penjelasan Deplu pada Komisi I DPR-RI, 2 April 2007).

dy

Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh menteri luar negeri Indonesia dengan

ta besar Indonesia untuk PBB tidak berbeda. Keduanya berpendapat bahwa Indonesia

gat berharap untuk diadakan negosiasi sebagai jalan keluar terhadap masalah ini.

an Hasan mengatakan bahwa solusi negosiasi telah dicetuskan sejak awal

pqrmasalahan ini dibahas di PBB. Indonesia juga mendukung terhadap penggunaan nuklir

afjabila dilakuakan sebagai upaya mencapai perdamaian.

Selain itu, Hasan juga mengatakan bahwa yang menjadi dasar tindakan Indonesia

mendukung resolusi adalah laporan Dirjen IAEA tertanggal 22 Pebruari 2007. Dalam
lak)orannya, IAEA mengeluarkan laporan yang isinya mengatakan bahwa Iran masih
melanjutkan pengayaan uranium dan pembangunan reaktor air berat. Sebagai tambahan,
Hpsan menyatakan bahwa Indonesia berhasil memasukkan poin — poin penting dalam

rgsolusi seperti rujukan mengenai kawasan bebas senjata pemusnah masal.

Terakhir, Hasan juga memberikan pembelaan dengan menunjukkan isi resolusi yang

terdiri dari poin suspend (penundaan) dan ferminate (penghentian). Poin penundaan
ﬂenunju&m bahwa sanksi akan ditunda ketika Iran juga menunda kegiataan pengayaan
sqtelah diverifikasi IAEA. Poin penghentian akan dilaksanakan ketika Iran telah

njemenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Dewan Keamanan.
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Menarik jika kita berbicara mengenai masalah resolusi 1747 untuk kemudian kita

tkan dengan reaksi internal Indonesia sendiri. Ada pihak yang secara terang — terangan

m¢ngecam sikap Indonesia, ada pula yang mendukung bahkan ada pula yang tidak ambil

puping terhadap masalah ini. Kendati demikian, jika diselami lebih dalam, ada hal — hal

yapg menarik terkait dengan pernyataan duta besar dan menlu, lepas dari pro dan kontra

da*am masyarakat Indonesia sendiri.

Pertama, Menlu dan Dubes menegaskan perlunya mengedepankan upaya negosiasi

d

am menyelesaikan permasalahan yang ada. Bahkan, menlu mengatakan bahwa hal ini

sudah ditekankan sejak awal permasalahan ini mencuat. Masalahnya, dengan

m

h

Kan]

-

S

ngedepankan upaya resolusi, dapat berarti bahwa Indonesia mengambil sikap

mpmberikan ancaman. Meskipun nantinya resolusi tetap dapat berbuah negosiasi, tetapi
I tersebut terkesan negosiasi yang dilakukan karena terpaksa. Hal ini menunjukkan

inkonsistensi sikap dengan pernyataan Indonesia.

Kedua, permasalahan pernyataan mengenai perdamaian umum di Timur Tengah. Di

i sekali lagi kita akan melihat perbedaan antara idealisme pernyataan dan realitas sikap.

Indonesia justru terlihat konsisten dengan mendukung resolusi 1747 yang notabene

jukan kepada Iran, bukan Timur Tengah secara umum. Jika merujuk pada pernyataan

Menlu dan Dubes, seharusnya Indonesia menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan
fgkus resolusi ini menuju Timur Tengah secara umum. Selain itu, dengan dicetuskannya
resolusi 1747 ini masih mempunyai kemungkinan justru membawa Timur Tengah ke arah

y%ng lebih buruk seperti perang dan masalzh kemanusiaan.

Ketiga adalah masalah otoritas JAEA. Dalam pernyataannya, Menlu dan Dubes

lﬁenyampaikan bahwa IAEA merupakan satu - satunya lembaga yang mempunyai

oﬁoritas dalam melakukan veriﬁkasi penggunaan nuklir. Dengan demikian seharusnya

Indonesia bersikap atas dasar IAEA. IAEA memang telah memberikan laporannya
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mgngenai Iran yang belum menghentikan zktivitas nuklirnya. Masalahnya, IAEA, dengan

24D0 orang inspekturnya, belum menemukan bahwa penggunaan uranium ditujukan untuk
kepentingan perang (Kontroversi Nuklir Iran pada Liputan 6, 29 Maret 2007). Hal ini
sekali lagi menunjukkan inkonsistensi Indonesia, antara mengambil sikap berdasar tujuan
pepggunaan nuklir untuk damai atau tidak (sesuai statemen) atau dengan berdasar ada

at?u tidak adanya aktivitas (sesuai resolusi).

Terakhir, terkait dengan masalah di atas, sudah seharusnya Indonesia menjalankan

sikap sesuai dengan ketentuan dan hasil IAEA, bukan atas dasar kehendak dan kewajiban

Dewan Keamanan, apalagi untuk kepentingan negara tertentu. Dengan demikian, lepas

ddri pro kontra dalam masyarakat, kita dapat melihat inkonsistensi dan ambiguitas antara

-

S

B

kap yang diambil oleh pemerintah dengan pernyataan resmi dari Menlu dan Dubes.

Reaksi Masyarakat Indonesia terutama dari Kalangan Tokoh Nasional,
Akademisi dan Ormas Islam Terhadap Sikap Indonesia Mengenai Resolusi 1747.

Sikap Indonesia mendukung resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB memunculkan

repksi pro dan kontra dalam masyarakat. Reaksi tersebut terutama berasal dari kalangan

t

o

oh nasional, akademisi dan ormas Islam. Setiap golongan tersebut mempunyai asumsi
pandangan masing - masing terhadap langkah tidak populer dari Indonesia tersebut.

Meskipun ada beberapa golongan yang pro terhadap keputusan Indonesia, namun

njayoritas justru mengecam sikap Indonesia tersebut. Dari kalangan akademisi misalnya.
ALmien Rais yang selama ini dikenal sebagai figur yang cukup keras menentang

pgnindasan bangsa asing tidak segan — segan mengkritik kebijakan Indonesia .

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan

pfinsip politik Indonesia yang bebas dan aktif . Amien menilai, koputusan itu sebagai

pkti nyata ketakutan pemerintah terhadap negeri adidaya Amerika Serikat (Amien Rais:
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Seharusnya Pemerintah Mendukung Iran dalam Metro TV, 27 Maret 2007).Lebih jauh Ia
mgnilai, dalam kasus nuklir Iran, Indonesia tidak konsisten menerapkan prinsip bebas
aktif karena terpengaruh pada Amerika Serikat. Seharusnya sebagai sesama negara ketiga,
Inflonesia mesti berpihak pada Iran.

Hal senada juga disampaikan oleh intelektual muslim, Jalaluddin Rakhmat.
Infelektual muslim ini menyebut Indonesia telah mengkhianati Undang-Undang Dasar
1945 yang menggariskan kebijakan luar negeri yang bebas aktif (Kontroversi Nuklir Iran
ddlam Liputan 6, 29 Maret 2007). Jalaluddin juga mengatakan bahwa langkah yang
difempuh oleh PBB merupakan tindakan diskriminasi terhadap Iran.

Pendapat lain dilontarkan oleh pengkaji masalah Timur Tengah dari Universitas
In%ionesia, Broto Wardoyo. Broto mengatakan bahwa kebijakan Indonesia di Timur
Tengah bukan hanya sulit untuk dipahami, tetapi juga tidak memiliki dasar dan pola yang
jeJas. Indonesia bukan hanya mengalami inkonsistensi kebijakan, tetapi sudah
mLengadopsi kebijakan untuk tidak konsisten (the policy of inconsistency). Lebih jauh
Bfoto menagtakan bahwa Indonesia hanya bisa merumuskan kebijakan-kebijakan
menyelamatkan muka yang tidak mampu menunjukkan kebesaran posisi Indonesia dalam
pgrgaulan internasional. (Kebijakan untuk tidak konsisten dalam Kompas, 16 Agustus
2(?07).

Akademisi lain yang turut bicara adalah Riza Sihbudi. Dalam Republika
(Muhammadiyah, NU dan Iran, 3 April 2007), Riza mengemukakan kekecewaanya atas
ketidakberdayaan Indonesia melawan pengaruh Amerika Serikat. Riza juga mengatakan
rsa penyesalannya atas sikap Indonesia karena sudah jelas bahwa Israel ternyata
n%ndapatkan hadiah lebih atas resolusi ini.

Sikap masyarakat yang lebih variatif ternyata ditunjukkan oleh tokoh — tokoh

ndsional. Beberapa tokoh menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah tersebut.
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Sa%lah satunya datang dari Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR. Menurut Djoko, ada satu
kemajuan diplomasi dari delegasi Indonesia di DK PBB saat bernegosiasi terkait
penjatuhan sanksi terhadap Iran. Salah satunya adalah dimasukkannya klausul
pembentukan kawasan bebas senjata pemusnah masal di seluruh kawasan Timur Tengah.
Dgngan dimasukkannya poin tersebut, Indonesia bisa menggalang dukungan untuk
menyusun resolusi tandingan (counter resolution) yang memungkinkan dilakukannya
inspeksi senjata nuklir di kawasan Timur Tengah oleh IAEA (Mulanya Interpelasi
Akhirnya bisa apapun dalam Berpolitik, 2 April 2007). Selain Djoko, pihak yang
m%nyetujui mayoritas adalah para pendukung Presiden seperti Partai Demokrat (
Akhirnya bisa apapun dalam Berpolitik, 2 April 2007)

Di luar dari beberapa pihak yang setuju tersebut, mayoritas tetap bersikap kontra
terhadap keputusan Indonesia yang menyetujui resolusi 1747. Pada dasarnya alasan yang
d%kemukakan adalah sama yaitu keberpihakan Indonesia terhadap pihak tertentu yang
sgcara tidak langsung mencederai konstitusi mengenai politik Indonesia yang bebas aktif,
Pendapat senada juga ditemukan dalam kelompok ormas Islam. Pada dasarnya
qereka semua mengecam terhadap langkah pemerintah tersebut. Nahdlatul Ulama (NU)
nfisalnya, melalui ketua PB NU, Hasyim Muzadi, NU berpendapat bahwa pemerintah
tglah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah akan
berakibat menjauhnya umat Islam dan bangsa lain di seluruh duni dari Indonesia. Karena
ith, menurutnya, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang
sgbagian besar muslim.(PB NU kecam sikap RI soal sanksi terhadap Iran, 26 Maret 2007)

Hal senada juga dilontarkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah, melalui Din

wn

yamsuddin mengungkapakan ada dua alasan mengapa Muhammadiyah menyesalkan hal

~—

grsebut. Pertama, seharusnya resolusi keluar bukan dari PBB yang notabene rerupakan

I

¢mbaga perdamaian dunia dan juga PBB diharapkan bisa menghormati hak asasi bangsa
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[rzﬂn dalam penggunaan tenaga nuklirnya untuk perdamaian. Kedua, pemerintah
Indlonesia (yang mayoritas penduduknya beragama islam) seharusnya ber simpati dan
bepempati atas keluarnya Resolusi PBB tersebut, bukan justru mendukung atas di
keuarkannya resolusi tersebut, dan juga seharusnya menjadi penyeimbang dalam proses
perdamaian dunia bukan sebagai pelaku dari skenario yang di buat oleh negara-negara
bgsar, seperti AS dan Inggris.(Muhammadiyah sesalkan keluarnya resolusi nuklir Iran, 28
Maret 2007)

Beberapa kelompok ormas Islam lain ternyata tidak hanya sekedar menunjukkan
sikap kecewa. Tim Pembela Muslim contohnya mewakili kalangan ulama seluruh
Indonesia, akan mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) terkait dukungan resolusi DK PBB pada Iran. Koordinator TPM,
Mahendradatta, menganggap Presiden SBY telah melanggar prinsip politik bebas aktif
yqng termaktub dalam UUD 1945 dengan turut menyetujui resolusi. (Perke:nbangan
potes resolusi DK PBB dalam IRIB Bahasa Indonesia,30 Maret 2007).

Setidaknya, tindakan dan motif penentangan dari beberapa ormas Islam di

Indonesia bisa dirangkum dalam tabel berikut :

o Nan;a Ormas Reaksi atas langkah |Alasan

oy

| Indonesia '

1| ' Nahdlatul Ulama (NU ) |Pengecaman

-

Mengecewakan kaum Muslim |

¢

4 'Muhammadiyah

| Pengecaman

Ketidak adilan teral;adap Iran |

:'l‘ixn Pembela Musiiiﬁ-v’ V 7{Guéataﬁ“class action

!

(TPM) ‘

Melanggar politik bebas aktif

S i

V‘ Hizbut Tahrlr Indonesia ‘Wl‘\./iéngeluark.;;

|

- Melanggar politiilrc bebas aktif

X
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(HTD) ’Maklumat - penindasan terhadap kaum

muslim ‘

|

'Ger;kéanéfnuda Ka'bah [ Mendirikan Posko Melanggar politik bebas aktif \‘
“menolak resolusi | dengan cenderung terhadap |
' ibarat .
|
i Partai Keadilan Sejahtera | Mengecam dan Mendukung barat B “!
(PKS) mendukung |
|  interpelasi |
: Ikatan Cendekiawa; " Pengecaman ; - Tendensi Indonesia terhadap
| Muslim Indonesia ’ barat
(ICMI) | - Tidak pro-rakyat muslim

B _ J ]

Spmber : Diolah dari berbagai sumber.

dg

kq

Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh ormas Islam di Indonesia cukup senada

ngan para akademisi dan tokoh nasional. Hanya saja beberapa ormas memasukkan

nieks solidaritas sesama muslim sebagai salah satu alasan mengapa ormas Islam

tefsebut mengecam sikap pemerintah Indonesia.

e

la&n, mayoritas muslim di dunia adalah muslim Sunni, termasuk di Indonesia. Sehingga

d

Kendati demikian, solidaritas sesama muslim bukanlah solidaritas yany bersifat

ologis. Iran sendiri merupakan negara dzngan jumlah mayoritas muslim Syiah. Di sisi

ddpat dikatakan bahwa afiliasi secara ideologis dengan masyarakat Indonesia hampir

catakan sulit. Bahkan Sihbudi (Muhammadiyah, NU dan Iran, 3 April 2007),
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m¢ngatakan bahwa sangat tidak mungkin ormas Islam yang Sunni itu akan ‘bertuan

epada Iran’ yang Syiah.,

Akan tetapi bukan berarti solidaritas tidak bisa muncul. Solidaritas yang muncul

lebih disebabkan karena adanya musuh bersama yang menyebabkan ketidak adilan.
Sdjarah awal musuh bersama adalah sejak berdirinya negara Israel di Timur Tengah
(Liencowsky, 1992). Berdirinya Israel tersebut ternyata membawa dampak yang iuar biasa

beﬂgi stabilitas timur tengah. Sejak saat itulah, gerakan solidaritas sunni syiah mulai

jalin. Salah satunya disinyalir bahwa Iran merupakan pemasok senjata bagi kaum

Hjzbullah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara berbagai golongan seperti

al#ademisi, tokoh nasional dan ormas Islam sepakat bahwa tendensi Indonesia terhadap

barat-lah yang menyebabkan reaksi negatif bermunculan. Indonesia sendiri, seperti

melupakan azas politik bebas aktifnya dengan mendukung resolusi 1747 ini.

ClResolusi DK - PBB 1747 dan Interpelasi DPR RI

Resolusi No. 1747 telah disahkan pada tanggal 24 Maret 2007, dan [ndonesia

telah mendukung resolusi tersebut. Namun reaksi tersebut menimbulkan reaksi yang

mendukung dan kontra terhadap hal itu didalam maupun diluar negeri. Dua hari setelah

pgngesahan resolusi tersebut, tepatnya tanggal 26 Maret 2007 terjadi pergolakan di DPR,

mayoritas anggota DPR tidak setuju terhadap dukungan Indonesia terhadap resolusi No.

—

7]

747.( )

alah satunya Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Hajriyanto Y

Thohari. Beliau mengatakan,

(

bikap pemerintah RI yang mendukung DK-PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran

chrkail isu program nuklir) bukan hanya anakronistik, melainkan juga sulit dipahami

LAPORAN PENELITIAN Sikap Indonesia Dalam Dewan Keamanan PBB Djoko Sulisty024




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

najar. Pasalnya, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pihak Departemen Luar Negeri

(Deplu) selama ini mengesankan Indonesia menolak (penambahan) sanksi kepada Iran.

p

grnyataan ini juga didukung pihak lain, dengan mengatakan, Iran punya hak untuk

m¢ngembangkan program nuklir bagi kepentingan damai."(KapanLagi.com Senin, 26

Maret 2007)

Sementara itu anggota DPR Effendi Choiri menggalang dukungan interpelasi

megngenai sikap pemerintah yang mendukung resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

atps lrak. "Konsep interpelasi besok siang kami sampaikan ke pimpinan DPR," ujar

Effendi Choiri.(Tempo Interaktif, Selasa, 27 Maret 2007). Sampai pada sore hari, sudah

t

[¢]

rkumpul 91 tanda tangan anggota DPR terhadap interpelasi tersebut. Tujuh fraksi

menyatakan dukungannya terhadap pengajuan hak interpelasi tersebut. Dua fraksi lainnya

~

)

dkni Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS)

mgenyatakan menolak, sedangkan Fraksi Bintang Reformasi (FBR) memilih sikap abstain.

Keputusan Rapat Paripurna ini dihasilkan setelah para pimpinan fraksi melakukan lobi di

sgla-sela berlangsungnya rapat yang dipimpin wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

1]

b

A]nggota fraksi partai Demokrat Boy M. Saul tidak menandatangani karena beliau

engatakan interpelasi terhadap Presiden itu bukan solusi. Kita harus dukung daerah

pbas nuklir di Timur Tengah. Sehingga menjadi daerah yang aman dari rasa takut," cetus

doy.( Media Indonesia 27 Maret 2007). Ini dapat dimaklumi karena SBY berasal dari

hrtai Demokrat,

edangkan Ketua F-BR Bursah Zarnubi menjelaskan sikap abstain dipilih karena F-BR

gin lebih berhati-hati. Bursah mengatakan fraksinya akan mengamati terlebih dahulu
emana arah dari gagasan hak interpelasi ini. Dia khawatir interpelasi ini mengandung
zenda tersembunyi seperti impeachment atau pemakzulan terhadap pemerintah.( Hukum

nline 27 Maret 2007). Walaupun belum menegaskan sikapnya terhadap interpelasi DPR,
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F-BR telah mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif
menjaga agar resolusi ini tidak dijadikan dasar oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan
akisi militer terhadap Iran.

Keesokan harinya sudah terkumpul 131 tanda tangan anggota DPR untuk
dipampaikan kepada ketua DPR Agung Laksono oleh anggota DPR dari Fraksi PAN,
Apdillah Toha. Selain Abdullah Toha, beberapa anggota DPR lainnya adalah Effendy
Choirie (Fraksi PKB), Yudhy Chrisnandi, Hajrianto Tohari, Happy Bone Zulkarnain
(Hraksi Partai Golkar), Sidharto Danusubroto (PDI Perjuangan), Ali Mochtar Ngabalin,
dgn Ryas Rasyid (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi). Bahkan Agung sendiri adalah
p¢nandatangan yang ke 132. ( dpr.go.id, 28 Maret 2007). Ada situasi yang cukup menarik
disini yang membuat penulis cui(up paham akan permainan politik antara kubv DPR dan
pgmerintah dibawah SBY yaitu Sekretaris fraksi PPP Lukman Hakiem mengatakan
s¢bagian besar anggotanya tetap mendukung interpelasi terhadap kebijakan pemerintah
mendukung resolusi PBB kepada Iran. Lukman mengatakan menteri luar negeri Hassan
Wirayuda memang datang dalam rapat fraksi atas undangan ketua umum Suryadarma Ali,

Jufmal pekan lalu di DPR. "Tetapi tidak ada larangan, hanya himbauan tidak mendukung

—

fterpelasi”. ( Tempo Interaktif, 1 April 2207). Walapun hanya himbauan tetapi disini

pgmerintah juga ingin meminta dukungan dari sikapnya tersebut. Menurut Agung, surat

-
[a:]

rsebut akan dibacakan di sidang paripurna dan apabila disetujui di sidang paripurna

—
-t

akan presiden diharapkan akan segera menjelaskan alasan pemerintah mendukung

bsolusi No.1747 tersebut.

=

Tanggal 29 Maret 2007 usulan interpelasi tersebut telah selesai dibacakan namun

-

¢rdapat kritikan dari fraksi Demokrat yang pro terhadap resolusi 1747. Anggota fraksi
[pemokrat, Syarif Hasan menganggap, fraksi-fraksi yang mendukung interpelasi itu

Karena mereka belum memahami isi Resolusi 1747 dengan baik. Isi Resolusi itu hanya
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urftuk menekan Iran agar bekerja sama dengan Badan Atom Internasional dalam
mgngembangkan teknologi nuklirnya. Sehingga semua bisa diawasi. (Media Indonesia, 29
MT]rel 2007).

Disisi lain Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menghimbau agar interpelasi ini

qak dibuat main-main dan menciderai rakyat. Momen ini hendaknya digunakan presiden

——

t
uiftuk menjelaskan dukungannya terhadap resolusi 1747. Cukup menarik untuk disimak,
mengapa interpelasi ini dengan mudahnya lolos dari sidang paripurna? Bila dilihat dari
pgrmasalahan sebelumnya seperti kenaikan BBM, HAM atas tewasnya Munir atau
n#asalah kemiskinan akan selalu gagal di kantor DPR yang terhormat. Walapun sempat
d

bahas namun akan hilang dengan sendirinya meskipun kadang muncul kembali. Jika

=

asalah BBM dan kemiskinan akan mengganggu citra pemerintahan SBY, maka para
pgndukung SBY akan berusaha sebisa mungkin untuk menenggelamkan isu-isu tersebut
agar tidak lolos interpelasi. Sedangkan masalah Resolusi 1747 ini bagi pasangan SBY dan
JIC tidak begitu terlalu mempengaruhi kelangsungan pemerintahan mereka. Buktinya
wapres JK membiarkan tidak memerintahkan Fraksi Golkar (FPG) dan sekutunya” di
Dh’R untuk menghempas laju interpelasi namun justru yang terjadi sebaliknya, yaitu
sqjumlah orang penting FPG ikut meneken agar interpelasi terwujud dan menjacli agenda
rgpat berikutnya.

Pada tanggal 5 Juni 2007 sidang interpelasi dilaksanakan. Presiden tidak hadir
dalam sidang ini dan diwakili Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS,
Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, dan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda,
Menteri Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abu Rizal Bakrie, Menteri Sosial
BTachtiar Chamsyah, Menteri Pertahanan Jowono Sudarsono dan Menteri Hukum dan
HAM Andi Matalata( Tempo Interaktif, 5 Juni 2007). Ketidak hadiran presiden

enimbulkan suasana tidak harmonis dalam sidang parpurna tersebut. Ketua Fraksi PDI

=
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Pclrjuzmgan Tjahjo Kumolo mengatakan semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
hqdir sendiri dalam forum ini. Alasannya, interplasi merupakan forum DPR meminta
kdjelasan pemerintah atas kebijakan yang dibuat."Kami sudah minta Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono datang sendiri,” katanya sebelum rapat di Gedung DPR/MPR RI
rLTng rapat paripurna Gedung Nusantara Dua. Rapat hari itu dihujani dengan interupsi
ddn sempat diskors 30 menit digunakan untuk forum lobi antar ketua fraksi di DPR. Ketua
Fiaksi Partai Demokrat Syarief Hassan mengatakan jawaban atas presiden bisa
diwakilkan kepada menterinya sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati. Tapi hari
ii tidak demikian, interupsi terus mengalir. Sedangkan M. Tonas dari Fraksi Bintang
Pelopor Demokrasi meminta Syarief Hasan memahami kata 'dapat’ dalam tata tertib pasal

IY4. "Kata 'dapat’ bisa digunakan saat presiden berhalangan." Berikut tata tertib yang

-~
Fad

rdapat pada pasal 174.

Ppsal 174 tentang Interpelasi terhadap Presiden

—

Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR

enyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan

=

kpterangan,

[\

Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

o

psempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.

I

Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada

yat (2), Presiden memberikan jawabannya.

>

4  Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

~~~

B), dapat diwakilkan kepada Ménteri.
(Pumber: Hukum Online)
Para pendukung interpelasi mendesak pimpinan sidang menunda rapat pleno

tersebut. Ada dua fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan
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Frilksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) secara resmi minta rapat ditunda. "Sampai

pinppinan bisa menghadirkan presiden," kata Mujammil Yusuf, juru bicara Fraksi PKS.

Dibisi lain Ferry Mursyidan Baldan, dan Syarfi Hutahuruk dari Fraksi Golkar,

m¢nyarankan agar Menteri membacakan :erlebih dahulu jawaban presiden. Fraksi ini

me¢nerima bahwa presiden dapat diwakili oleh menterinya. Namun sepertinya fraksi ini

n

—

o]

P

m

A

pi

ngalami perpecahan karena salah satu anggotanya mengancam walkout apabila
siden tidak hadir yaitu Yudi Chrisnandi. Setelah lobi antar fraksi selama 30 menit tidak
pncapai kesepakatan melanjutakan keputusan maka sidang diambil oleh Pimpinan rapat,
bung Laksono. Agung mengatakan setelah mengalami perdebatan, pimpinan fraksi dan

mpinan dewan sepakat untuk menhindari perbedaan tafsir tata tertib. Melihat situasi

ygng tidak kondusif, rapat paripurna ditunda. "Dan akan dijadwalkan kembali oleh Badan

)1L

H

dg

by

P4

tc

B

R

P;

Nﬁusyawarah."( Tempo Interaktif 5 Juni 2007).

Hampir satu bulan permasalahan interpelasi atas resolusi 1747 mengalami
embang kempis” dan pada tanggal 3 Juli 2007 siang hari Presiden memanggil Menlu
hssan Wirayudha dan Wapres JK untuk bertemu guna mempersiapkan rapat konsultasi
ngan anggota DPR malam harinya. Pada saat rapat konsultasi pada malam hariaya yang
rlangsung selama enam jam juga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena
ra anggota DPR yang mengikuti rapat tersebut kembali mempersoalkan apakah rapat ini
rmasuk formal atau informal bahkan diikuti dengan aksi walkout. Wakil Ketua Fraksi
ntang Pelopor Demokrasi dan juga anggota Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan
nkyat Ali Muchtar Ngabalin melakukan aksi walkour dari rapat konsultasi antara

esiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ali Muchtar

=

abalin mengatakan bahwa isi pidato Presiden SBY berguna bagi mahasiswa S2 jurusan
bungan Internasional dan sama sekali tidak menjawab dari alasan mengapa pemerintah

endukung resolusi 1747.
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gung Laksono sendiri menyatakan forum ini formal karena diatur dengan tata tertib.

Tquapi jawaban Agung dibantah oleh Ali Muchtar Ngabalin. "Ini tetap pertemuan

informal karena dalam tata tertibnya kan tidak mengatur bahwa pertemuan ini untuk

R"

m¢nyelesaikan masalah interpelasi lewat konsultasi”( Tempo Interaktif, 3Juli 2007).

Tpat konsultasi ini sekali lagi tidak bisa mengambil keputusan dan kesimpulan

melainkan hanya forum silahturahmi saja.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, forum pertemuan tersebut bukan untuk

mpreduksi hak interpelasi DPR-RI. “Proses interpelasi akan tetap jalan sesuai hak

kqnstitusional anggota dewan dan akan ditindaklanjuti Badan Musyawarah pada 5 Juli

207 sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR bahwa rapat konsultasi
b\Lkan pengganti sidang interpelasi. (Tempo Interaktif 4Juli 2007). Inilah segi positif dari

rgpat konsultasi selain kesediaan Presiden SBY untuk hadir juga political will yaitu

kgbersamaan antara DPR dengan pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut

ke¢pentingan masyarakat. Untuk hal-hal yang bersifat krusial, pemerintah tidak berjalan

sdndiri, tapi berdialog bersama dengan DPR.

jali

S¢

Hasil positif didapatkan oleh pemerintahan SBY setelah menjelaskan
rnyataannya pada rapat konsultasi yaitu mulai melunaknya fraksi-fraksi di DPR yang
mula bersikeras memperjuangkan interpelasi. Fraksi yang berubah sikap tersebut yakni
irtai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

ereka beranggapan bahwa tidak akan mempermasalahkan kehadiran Presiden S3Y pada

dpat interpelasi yang akan dating, karena penjelasan yang disampaikan pada rapat

pnsultasi sudah dinilai memuaskan. Hanya dua fraksi yang tetap ingin Presiden datang

gngsung, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera.

Tempo Interaktif, 5 Juli 2007)
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da tanggal 9 Juli 2007 dilakukan pertemuan antar fraksi DPR di hotel Nikkn Jakpus.

Pgrtemuan ini tidak dihadiri oleh F-PDIP dan F-PPP dengan alasan masing-masing.
Bgnyak yang menduga bahwa ini adalah loby yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang

pada saat itu menjadi tuan rumah pertemuan tersebut sebagai persiapan dalam sidang

erpelasi keesokan harinya.

Sidang interpelasi yang kedua berlangsung tanggal 10 Juli 2007. Ini kedua

kdlinya Presiden SBY tidak hadir dan diwakilkan oleh ketujuh menterinya yaitu Menteri

S¢kretaris Negara Hatta Rajasa, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Luar Negeri

pssan Wirajuda, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menko Kesra Aburizal Bakrie,
enteri Sosial Bachtiar Charnsyah, serta Menteri Negara Ristek dan Teknologi

usmayanto Kadiman. Walaupun dengan keadaan penuh dengan interupsi dan beberapa

alkggota tidak puas dengan jawaban dari utusan presiden dan menyangkut ketidakhadiran

esiden SBY beberapa anggota ada yang hendak membawa masalah ini ke Mahkamah

gung. Namun secara garis besar DPR menerima utusan presiden itu dengan baik dan

ja?vaban dari utusan tersebut sudah dinilai memuaskan oleh 277 anggota DPR yang hadir

at itu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS berperan
enjawab delapan pertanyaan yang tertera dalam interpelasi tersebut yaitu {jawaban
ngkap lihat lampiran 1) :

Apa dasar pertimbangan Pemerintah memberikan suara persetujuan terhadap resolusi
K PBB no. 1747 yang berisi pérluasan sanksi terhadap Iran?

Apakah posisi yang diambil terhadap resolusi DK PBB tersebut tidak bertentangan
pngan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama yang menyangkut pasal-
hsal tentang hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan

asyarakat?
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3)| Apakah menurut Pemerintah dukungan terhadap resolusi tersebut bukan merupakan

keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap pihak yang tertindas karena tuduhan

yalrlg dijatuhkan kepada Republik Islam Iran sampai saat ini tidak terbukti?

4)| Apakah menurut Pemerintah solusi tersebut tidak diskriminatif dan berstandar ganda

kz#rena DK PBB tidak pernah mengeluarkan resolusi atau sanksi terhadap Israel yang

separa terang-terangan telah mengakui memiliki kekuatan persenjataan nuklir?

5) Apakah menurut Pemerintah kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak 1stap DK

PBB yang tidak dimanfaatkan untuk membela kebenaran akan merugikan posisi dan

reputasi diplomasi Indonesia dalam jangka panjang?

6] Bagaimana Pemerintah akan menjelaskan persetujuan resolusi tersebu: kepada

njasyarakat Indonesia dan Republik Islam Iran karena sebelum ini Pemerintah selalu

nfengatakan dan tidak pernah mencurigai program pengembangan nuklir Iran untuk tujuan

dfmai?

7} Dapatkah Pemerintah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang akhirnya

menyetujui resolusi tersebut di atas?

=)

8) Terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat resolusi 1747 akan

tgrjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran. Jaminan langkah apa yang akan diambil

emerintah jika ada serangan militer?

[nterpelasi resolusi 1747 yang dilakukan oleh DPR menurut peneliti inerupakan

kpnstelasi politik semata bagi sekelompok orang yang berpikiran berseberanga: dengan

pgmerintah. Ini dibuktikan dengan hadir atau tidaknya presiden pada sidang paripurna

w

dPR sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan dan dimasalahkan. Karena dalam tata tertib

iflang pun telah jelas (pasal 174), bahwa presiden dapat mengutus orang yang dipercaya

s¢bagai penggantinya. Jadi, siapapun yang di utus sebagai pengganti presiden, walaupun

th menteri atau juru bicara presiden dapat dikatakan sah untuk mewakilinya atas nama
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prgsiden dan DPR tidak perlu menolaknya karena pada tata tertib itu sendiri belum terlalu

kdat atrannya. Selain itu, bukti adanya konflik dua kubu yang saling adu kekuatan di

DPR adalah terlihatnya fraksi-fraksi yang memperjuangkan interpelasi adalah fraksi yang

erupakan lawan petingginya merupakan lawan politik dari Presiden SBY seperi FPDIP,

Megawati Soekarno Putri dan FPKB, Gus Dur dan beberapa lawan politik yang lain.

S¢dangkan FPG justru anggotanya tidak bisa satu suara walaupun Jusuf Kalla merupakan

Wapres namun beberapa anggotanya ada yang pro dan kontra terhadap interpelasi. Ini

erupakan indikasi bahwa kepentingan politik dalam menghadapi pemilu 2009 juga akan

sdmakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu.
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BAB VI
KESIMPULAN

K¢berhasilan Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
scfak 1 Januari 2007 merupakan prestasi politik luar negeri Indonesia yang sangat
beyharga bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena sejak krisis

1

=4

tidimensi tahun 1998 Indonesia banyak kehilangan peran dalam politik internasional.

Akan tetapi secara kebetulan dunia internasional sedang menghadapi persoalan yang
cykup rumit mengenai kasus nuklir Iran yang menghasilkan sengketa diplomatik antara
Apnerika Serikat dengan Iran, sehingga Indonesia harus ikut terlibat langsung dalam
upraya penyelesaian dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB.
Meskipun pada awalnya Indonesia bersama-sama dengan Qatar dan Afrika Selatan
m}:ngajukan draf resolusi yang berbeda dengan kehendak Amerika Serikat, namun setelah
mglalui proses pembahasan yang intens Indonesia akhirnya setuju dengan resolusi seperti

ying diinginkan Amerika Serikat.

P¢rsetujuan Indonesia ini memperoleh reaksi penolakan dari berbagai unsur masyarakat di
ddlam negeri termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Reaksi penolakan diaktuz lisasikan
d4lam berbagai bentu, yaitu demonstrasi, pernyataan politik organisasi-organisasi
kgmasyarakatan, seminar-seminar, dan di Dewan Perwakilan Rakyat muncul keinginan
u1Tluk melaksanakan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk minta penjelasan

k¢pada presiden yang lazim dikenal sebagai interpelasi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan hak interpelasi sebagian besar

pTlitisi yang berasal dari partai politik yang bersebarangan dengan presiden. Setelah
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mglalui  prosedur pengajuan hak interpelasi, akhirnya pemerintah diminta untuk
m¢njelaskan sikap Indonesia dalam resolusi Dewan Keamanan nomer 1747 kepada dewan

Pdrwakilan Rakyat.

Djlam memberikan penjelasan ini kenyataan presiden tidak pernah hadir sendiri, namun
mewakilkan kepada sejumlah menteri. Ketidakhadiran ini sempat menimbulkan
kqtegangan politik anatara eksekutif dengan legislatif. Presiden mencoba melakukan
tefobosan dengan mengundang Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum konsultasi. Dalam
foifum ini meskipun masih ada yang mempersoalkan sebagai langkah yang tidak sesuai
dgngan prosedur interpelasi, namun secara politik memberi manfaat berupa penurunan
k¢tegangan tensi politik dan bahkan menghasilkan kesediaan berbagai partai poiitik untuk
lihak mempersoalkan hadir tidaknya presiden dalam acara penjelasan pemerintah

sghubungan dengan implementasi hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Hpsil akhir dari penjelasan pemerintah adalah sikap cukup puas dari sebagian besar
aifggota Dewan Perwakilan Rakyat atas penjelasan para menteri yang ditunjuk mewakili
piTcsiden, sehingga tidak perlu lagi ada proses politik lain yang harus dilakukan Dewan

P¢rwakilan Rakyat, seperti misalnya pemkzulan presiden dari tampuk pemerintahan.

S¢jalan dengan berakhirnya proses interpelasi ini, suara-suara ketidaksetujuan sikap
pgmerintah dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 1747 pun semakin menghilang.
Akan tetapi tidak ada pernyataan dari berbagai organisasi, terutama yang berbasis massa

Islam menerima penjelasan para utusan presiden tersebut atau tetap menolak.
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Lgmpiran 1

Pdnjelasan Pemerintah Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB No.1747 Buat
halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
Rgbu, 11 Juli 2007

PENJELASAN PEMERINTAH RI

ENGENAI DUKUNGAN TERHADAP

:SOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1747
PADA
SIDANG PARIPURNA DPR RI

Jm#(arta, 10 Juli 2007

Ylh. Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Y}h. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Para Hadirin sekalian yang saya hormati,

Apsalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

S¢lamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

(RENDAHULUAN)

—

{ Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Epa, Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir pada
adara Sidang Paripurna DPR-RI, dalam rangka penyampaian Penjelasan Pemerintah
mengenai Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Resolusi Dewan
Kkamanan PBB Nomor 1747 tentang isu nuklir Iran.

2} Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menegaskan kembali komitmen Pecmerintah
uptuk menghormati penyampaian interpelasi sebagai hak anggota DPR RI. Pemerintah
jyga memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun dan memelihara komunikasi
pplitik antara lembaga eksekutif dan legislatif, termasuk mengenai arah, kebijakan dan
operasionalisasi politik dan hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah.

3| Saya percaya bahwa pada forum konsultasi antara Presiden dan Pimpinan DPR yang
khusus membahas politik dan hubungan luar negeri pada tanggal 3 Juli yang lalu, telah
drjadi proses saling menjelaskan dan saling memperkaya prespektif tentang polmk dan
ibungan luar negeri yang dijalankan Pemerintah. Karena itu, pada kesempatan ini saya
akan menyampaikan penjelasan Pemerintah secara khusus mengenai keputusan
Pemerintah untuk menjadi bagian dari konsensus 15 negara anggota Dewan Keamanan
PPB dalam mengeluarkan Resolusi Nomor 1747 tentang isu nuklir Iran.

-

—
=]

ia]

impinan dan para Anggota DPR-RI yang saya hormati,

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 yang telah disahkan pada tanggal 24
laret 2007 telah menimbulkan reaksi di berbagai kalangan di dalam negeri termasuk di
pewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dapat memahaminya. Pemerintah bahkan

o=z B
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menghargai reaksi dan pandangan-pandangan yang muncul, karena hal itu merupakan
bgntuk kepedulian Dewan terhadap pelaksanaan politik luar negeri. Sebagai kebijakan,
P¢merintah tentunya berupaya agar setiap kebijakan yang diambil juga aspiratif.

5] Sesuai dengan salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan
Menteri Luar Negeri tanggal 29 Maret 2007, Pemerintah telah melakukan sosialisasi yang
inensif mengenai isu nuklir Iran dan posisi yang diambil Indonesia mendukung Resolusi
1747. Sosialisasi dilakukan kepada berbagai kalangan seperti tokoh-tokoh/organisasi
p¢litik dan kemasyarakatan, kaum intelektual dan perguruan tinggi dan media massa.

6] Pada kesempatan ini, Pemerintah kembali menegaskan bahwa keputusan untuk menjadi
bagian dari konsensus 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam pemungutan
syara resolusi 1747 merupakan pilihan yang optimal. Keputusan itu telah diambil dengan
pgrtimbangan mendalam yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar politik luar negeri dan
k¢pentingan nasional kita, serta dengan memperhatikan proses konsultasi aktif vang kita
lakukan pada tingkat Presiden, Menteri Luar Negeri dan delegasi RI di PEB dengan
nggara-negara GNB, OKI, dan anggota Dewan Keamanan lainnya 4€*“ serta tent'inya Iran
s¢bagai negara sahabat.

~J

Pemerintah juga perlu menyampaikan kepada Sidang Paripurna ini bahwa setelah
r¢solusi 1747 itu disahkan tiga setengah bulan yang lalu, Indonesia di mata negara-negara
Igin €™ termasuk negara-negara GNB dan OKI 4€* tetap dihargai sebagai negara yang
njenganut politik bebas aktif. Kiprah politik luar negeri Indonesia di berbagai forum
bilateral, regional dan multilateral global tetap dihargai.

8| Demikian pula, hubungan bilateral dengan Iran tetap berjalan baik, memperhatikan
hpibungan yang bersifat multidimensi. Dalam kunjungan Utusan Khusus Presiden RI, Dr.
Alwi Shihab, ke Iran tanggal 18-19 Juni 2007, Presiden Iran Ahmadinedjad menegaskan
kpmitmen Pemerintah Iran untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral termasuk di
bldang investasi.

[7p]

Jdang Paripurna DPR RI yang kami muliakan,

—~~

TINJAUAN KONTEKSTUAL)

Dalam penyampaian interpelasi mengenai masalah ini, DPR RI telah mengajukan 8
ertanyaan kepada Pemerintah, menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan isu
klir Iran serta posisi dan persetujuan Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB
omor 1747 tersebut. Posisi yang diambil Pemerintah dalam masalah nuklir Iran, pada
pkekatnya merupakan bagian dari implementasi hubungan dan politik luzr negeri
donesia. Oleh karenanya, sebelum menyampaikan jawaban atas 8 pertanyaan tersebut,
rkenankanlah saya untuk menyampaikan tinjauan tentang hubungan dan pclitik luar
cgeri Indonesia, dalam konteks mana kebijakan atas resolusi tersebut diambil.

:'U';:’"?‘:"U\:D

0. Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional
ang harus dicapai untuk kita sendiri sebagai bangsa. Konstitusi kita juga mengainanatkan
ahwa scbagai warga masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut
helaksanakan ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan,
erdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara aktif harus
ita perjuangkan. Pada kenyataannya kita masih hidup dalam dunia yang penuh

o redire Hle e wh. Al —)
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kdtidakadilan, dunia yang terpilah antara negara maju dan negara berkembang, atau kaya
dqn miskin. Negara-negara mengklaim berada dalam kedudukan yang setara, terapi pada
kdnyataannya terdapat 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki senjata
nyklir dan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

1].  Dalam lingkungan yang seperti itulah diplomasi Indonesia harus
dipperasionalisasikan. Upaya untuk merombak tatanan dunia yang berlaku sejak Perang
Dhnia [ melalui reformasi PBB bukan merupakan upaya yang mudah.

13. Politik luar negeri yang bebas dan aktif tidak berarti Indonesia sekedar tampil berbeda
dgngan negara lain, tetapi memerlukan pola pikir konstruktif untuk mencapai tujuan
ngsional sekaligus memelihara ketertiban dunia. Karena itu Undang Undang Nomor 37
tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengamanatkan agar politik luar negeri
mElaksanakan diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif,
tepuh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Saya perlu
tepaskan bahwa politik luar negeri yang bebas dan aktif tetap relevan bagi Indonesia dan
P¢mcrintah tetap konsisten dalam menjalankannya.

13. Dalam masalah perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia selama ini aktif dalam
k¢giatan menciptakan perdamaian (peace making) dan pemeliharaan perdamaian (peace
k¢eping). Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Kamboja (1988-
P94) dan Filipina Selatan (1993-1996).

—

p—

#. Amanat konstitusi menjadi dasar bagi upaya-upaya Indonesia untuk ikut membantu
s¢lusi konflik di Timur Tengah seperti konflik Arab-Israel, Lebanon dan Irak. Kita tidak
bgrpretensi dapat menyelesaikan situasi konflik yang begitu kompleks, tetapi sekecil
apun kontribusi yang dapat kita berikan akan kita lakukan. Apalagi konflik-konflik itu

. Karena itu pula kita mendorong penyelenggaraan konferensi puncak OKI khusus
tang Lebanon pada tahun lalu, ketika militer Israel melakukan serangan yang
niengakibatkan ribuan penduduk Lebanon terbunuh, luka-luka dan menderita kerugian
harta dan benda. Indonesia yang sejak awal menyampaikan komitmen untuk mengirimkan
11000 anggota TNI pasukan perdamaian, apabila Dewan Keamanan menetapkan gencatan
sqnjata dan menggelar pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Kontingen Indcnesia ini
erupakan misi perdamaian yang ke 33 sejak pertama kali digelar 50 tahun yang lalu di
Slnai, menyusul perang Arab-Israel tahun 1956. Tidak hanya Indonesia aktif dalam
dfcepeace makingd€0? dan d€cepeace keepingd€0?, tetapi juga dalam pembangunan
pgrdamaian (peace building) sejak Indonesia terpilih menjadi anggota Peace Building
Comission pada tahun 2006.

—

b. Salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah turut
njemberikan kontribusi bagi pencapaian perdamaian di Timur Tengah yang adil dan
langgeng. Dalam hal ini, konflik Israel-Palestina dapat diketegorikan sebagai a€ccthe
njother of all conflictsd€0? dalam sejarah PBB. Karena itu, Indonesia secara konsisten
njendukung perjuangan rakyat Palestina sesuai dengan amanat konstitusi yang menentang
s¢gala bentuk penjajahan. Suatu perjuangan yang akan terus dilakukan sampai tercapainya
kpmerdekaan bangsa Palestina.

[
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1. Kita prihatin atas terjadinya perpecahan di antara kelompok-kelompok di Palestina,
ng hanya akan menguntungkan Israel. Karena itu, kita terus mendorong pemberdayaan

. Melihat perkembangan yang semakin memburuk di Irak, Pemerintah Indonesia tidak
sa tinggal diam. Apalagi menyaksikan jatuhnya korban warga sipil yang terus
meningkat. Oleh karena itulah, Pemerintah merasa terpanggil untuk menberikan
kgntribusinya, yang ditujukan untuk meringankan penderitaan rakyat Irzk yang
bgrkepanjangan. Atas dasar itulah, bekerjasama dengan para pemimpin agama, telah
diselenggarakan pertemuan para ulama untuk rekonsiliasi Irak di Bogor pada buian April
2007.

19. Sejak awal Indonesia dengan lantang menentang invasi militer Amerika Serikat ke
Ipk pada tanggal 20 Maret 2003. Untuk menyelesaikan masalah Irak yang
bgrkepanjangan, Indonesia pada akhir tahun lalu telah mengusulkan &€cetriple track
approach&€0? yaitu: rekonsiliasi nasional Irak; pembentukan pasukan penyangga dari
nggara-negara Muslim dan penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya secara
bgrtahap; serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi Irak. Usulan Indonesia ini
tdlah mendapat dukungan dari para pemimpin Islam, baik Suni maupun Syiah, yang hadir
pfda pertemuan Bogor tentang rekonsiliasi Irak bulan April yang lalu.

2D. Sesuai dengan salah satu prinsip Gerakan Non Blok, Indonesia menentang
ppngembangan dan kepemilikan senjata nuklir. Deklarasi KTT GNB di Havana tanggal
1p September 2006 menggarisbawahi kembali seruan bagi perlucutan senjata nuklir serta
bagi pelarangan pengembangan, produksi, kepemilikan dan penyimpanannya. Deklarasi
tgrsebut juga mendorong negara-negara untuk membentuk kawasan-kawasan bebas
s¢njata nuklir di berbagai wilayah dunia, termasuk di Timur Tengah.

2]. Indonesia menjadi bagian dari Perjanjian Pelarangan Penyebarluasan Senjata Nuklir
(FPT) yang bertujuan menghapuskan senjata nuklir yang sudah ada (nuclear
disarmament) dan mencegah negara-negara (baru) untuk mengembangkan teknologi
npklir untuk tujuan militer (nuclear non-proliferation).

2}. Sebaliknya, NPT menjamin hak negara-negara untuk mengembangkan :cknologi
npiklir untuk tujuan damai; sepanjang pengembangan itu dilakukan secara transparan dan
afuntabel, dengan tertib mematuhi sistem pengawasan (monitoring) dan verifikasi oleh
Bpdan Tenaga Atom Internasional (IAEA), sesuai dengan a€ ?safeguard
agreementsa€(1?. Indonesia, Iran dan hampir sejumlah 180 negara yang berdaulat, atas
pjlihan bebasnya menjadi pihak dari NPT dan 4€07%safeguard agreementsa€?. Atas
dgsar posisi-posisi prinsip itulah peran Indonesia sangat menonjol dalam fora perlucutan
s¢njata, seperti pada Conference on Disarmament, sebagai Ketua Komite Perlucutan
Sgnjata GNB, dan Ketua Komite Persiapan NPT Review Conference 2005.
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Siglang Paripurna DPR-RI yang saya hormati,
(FAKTA TENTANG PENGEMBANGAN NUKLIR OLEH IRAN)

23 Sebagaimana kita maklumi bersama, upaya pengembangan teknologi nuklir oleh Iran
ah menjadi sumber keprihatinan masyarakat internasional termasuk negara-negara di
kawasan Timur Tengah. Keprihatinan tersebut misalnya tercermin dalam pembicaraan di
IAEA sejak 2002 dan di Dewan Keamanan PBB sejak awal 2006.

24. Dari fakta di lapangan, Iran memang belum memiliki reaktor pembangkit nuklir yang
telah beroperasi. Dari data yang ada, reaktor yang sedang dibangun dan fasilitas riset yang
dimiliki Iran kini telah berjumlah 9 unit. Sementara itu, upaya Iran untuk
mengembangkan pengayaan uranium dinilai oleh IAEA tidak transparan. Pada tingkat
tegientu pengayaan uranium dapat dialihkan secara mudah untuk maksud militer (dual
usg). Meskipun Dirjen IAEA menyatakan bahwa Iran masih memerlukan waktu sekitar 3
sanpai 6 tahun untuk mencapai skala industrial, sikap tidak transparan Iran selama 20
tahun telah menimbulkan kecurigaan.

23. Situasi ini semakin rumit karena Iran telah memiliki kemampuan dan teknologi peluru
kgndali (missile), seperti pengembangan rudal 4€0?Shahab-54€07? dengan daya jangkau
sekitar 5.500 KM. Sebagai catatan, hingga saat ini belum terdapat rejim yang mengatur
scpjata pemusnah massal di kawasan Timur Tengah yang masih sangat rentan dengan
bdrbagai konflik.

(ORAFT AWAL RESOLUSI 1747)

29. Keprihatinan masyarakat internasional mengenai isu nuklir Iran tercerminkan dari
pgmbicaraan baik pada Badan Tenaga Atom Internasional sejak 2002 dan di Dewan
Ktamanan PBB sejak awal tahun 2006. Karena itu, dikeluarkannya resolusi DK PBB
1747 perlu dipahami sebagai bagian dari suatu proses yang sudah berlangsung cukup
lama.

27. Mengenai resolusi 1747 itu sendiri, rancangan awal disusun oleh negara-negara P5+1
(npgara-negara anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman sebagai Ketua Uni
Eqopa). Konsekuensinya, rancangan awal resolusi tersebut dinilai berat sebelah dan belum
mpngakomodasikan posisi prinsip negara-negara anggota tidak tetap, termasuk Indonesia.
Dﬁtlam hal ini, rancangan awal itu tidak memuat rujukan tentang:

a.[Pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah sebagai upaya membatasi
ruang gerak penyebaran senjata nuklir;

b.| Keperluan untuk mendorong kewajiban negara-negara nuklir untuk mengurangi dan
menghapuskan senjata nuklir; dan '

¢.[Prinsip penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi.

d.|Jangkauan sanksi yang tidak fokus (yang diangkat oleh Afrika Selatan).

28. Rujukan-rujukan tersebut di atas merupakan persoalan prinsip yang menjadi
kepentingan nasional Indopesjg. Karena menyangkut persoalan prinsip itulah maka
d¢legasi Indonesia meminta ]ccjéqde} negara-negara ko-sponsor untuk merubah rancangan
rgsolusi itu dengan memasukkan ketiga rujukan tersebut di atas.
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ILIHAN POSISI RI)

29. Iaktor dinamika di lapangan telah pula menjadi pertimbangan dalam pemilihan opsi-

opsi posisi Indonesia: mendukung, abstain, atau menolak, dengan keuntungan dan

kdrugian masing-masing. Dari konsultasi di New York yang dilakukan delegasi Indonesia
dengan delegasi dari negara-negara anggota Liga Arab, anggota tidak tetap DK,

kHususnya Afrika Selatan dan Qatar, Kaukus GNB dan juga dengan Iran sendiri akhirnya
mengarahkan Indonesia untuk memajukan amandemen yang setelah melalu, proses
pdrundingan intensif akhirnya dapat diterima ko-sponsor.

Sikang Paripurna yang saya hormati,

(Q1: DASAR PERTIMBANGAN PEMERINTAH)

i1

Si. Perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam

erpelasi Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan pertama merujuk pada dasar

pyrtimbangan Pemerintah memberikan suara persetujuan terhadap resolusi DK PBB no.

—

3

J.
is

S¢

T47 yang berisi perluasan sanksi terhadap Iran?

. Kiranya perlu dipahami bahwa resolusi 1747 yang disahkan pada 24 Maret 2007

miengenai isu nuklir Iran adalah resolusi ketiga yang dijatuhkan Dewan Keamanan

engenai isu nuklir Iran. Dua resolusi sebelumnya, yaitu resolusi DK PBB no. 1696 pada

Juli 2006 dan resolusi no. 1737 pada 23 Desember 2006. Sesuai Pasal 25 Piagam PBB,
aka resolusi DK PBB bersifat mengikat (binding) bagi semua negara anggota PBB.
ngan demikian masalah nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB bukanlah masalah baru.
ng baru adalah partisipasi kita sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 1
nuari 2007 -31 Desember 2008 dan karena itu ikut dalam pemungutan suara mengenai
nuklir Iran untuk pertama kali.

emilih posisi: mendukung, abstain, atau menolak. Proses ini melibatkan peraantauan
liran proses dan lobi di Perwakilan dan di Pusat, pada berbagai tingkatan. Pada
thirnya pemahaman akan rancangan resolusi secara utuhlah yang menjadi acaan utama
ilam menentukan sikap kita.

). Pemahaman rancangan resolusi pada keutuhannya, baik pada paragraf preambular dan
iragraf-paragraf operatif dari resolusi, termasuk pada lampirannya (Annex I daa II) dan
bandingkan terhadap resolusi 1737 sebelumnya, memang terdapat elemen penguatan
nksi yang dijatuhkan kepada Iran walaupun masih terbatas. Namun secara kontekstual,
solusi sesungguhnya memberikan keutamaan (primacy) pada upaya mencari solusi
hmai untuk menyelesaikan masalah Iran dalam 60 hari. Resolusi juga menawarkan
sentif-insentif yang akan diberikan kepada Iran apabila Iran menghentikan proses
pngayaan uraniumnya, dalam bentuk kerjasama yang lebih luas di berbagai bidang,
pperti di bidang teknologi nuklir dan energi nuklir, kerjasama politik, ekonomi dan
prdagangan, hubungan udara, telekomunikasi, teknologi informasi dan pertanian.
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34. Pemerintah memperhitungkan bahwa dengan disahkannya resolusi 1747, prospek dari
ugaya mencari solusi damai cukup terbuka, apabila Iran dan negara-negara anggota tetap
Jerman (P5+1) bersungguh-sungguh dalam mencari solusi damai. Sebagai
parbandingan, Korea Utara yang juga sudah dijatuhkan dua resolusi Dewan Kecamanan
mgngenai isu nuklir Korea Utara, melalui proses Six Party Talks pada bulan Maret 2007,
teah mencapai kesepakatan-kesepakatan secara damai untuk menghentikan kegiatan
pgnembangan teknologi nuklir untuk tujuan militer oleh Korea Utara.

33 Dari segi substansi, masalah nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah pengembangan
teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses pengayaan uranium) yang
prpsesnya tidak dilakukan dengan cukup transparan di bawah pengawasan teknis oleh
badan yang berwenang di bidang itu, yaitu IAEA. Berbagai laporan Direktur Jenderal
[AEA, Dr. Mohamad El Baradei, menggarisbawahi proses yang tidak transparan tersebut.
Lgporan bulan November 2003 antara lain mengatakan 4€07it is clear that Iran has failed
infa number of instances over an extended period of time to meet its obligations under its
Sgfeguards Agreement and in the past, Iran had concealed many aspects of its nuclear
aglivities, with resultant breaches of its obligations to comply with the provision of its
Sqfeguards Agreements.4€0? (4€ceJelas bahwa Iran, selama waktu yang panjang dan
dglam sejumlah hal, telah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya di bawah
Sgfcguard Agreements dan pada masa lalu Iran telah menyembunyikan banyak aspek
kggiatan nuklirnya, yang berujung pada pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya untuk
memenuhi ketentuan Safeguard Agreementsd€C?). Selanjutnya, laporan Diijen JAEA
tefkait dengan resolusi 1747 menyatakan bahwa Iran tidak mematuhi resolusi .696 dan
1737 serta masih melakukan pengayaan uranium di Natanz dan reaktor air berat ¢i Arak.

3¢. Seperti saya sampaikan sebelumnya, Iran atas pilihannya sendiri memutuskan menjadi
nqgara pihak pada NPT dan Safeguards Agreements, dan karena itu seperti halnya
Intlonesia dan 180 negara pihak lainnya, berkewajiban membuat pengembangan teknologi
nyklirnya transparan dan akuntabel. Proyek nuklir yang kita miliki di Serpong dan
Ypgyakarta, sepenuhnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, sepenuhnya
mpmatuhi proses monitoring dan verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional.

37. Pemerintah Indonesia masih melihat peluang untuk solusi damai dari masalah nuklir
Irgn. Dari sisi lain, dalam proses negosiasi terhadap rancangan resolusi yang disiapkan
oleh 5 negara anggota tetap DK PBB, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, China dan Amerika
S«trikat, dan Jerman (P5+1), Indonesia telah ikut berupaya menjadikan resolusi itu lebih
sdimbang (balance) dengan memasukkan amandemen-amandemen mengenai:
a.[Kewajiban negara maju pemilik senjata nuklir untuk melucuti senjata-senjatanya,
b{Pembentukan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah;

¢.|Menegaskan hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan
dgmai; dan

d]Agar perundingan antara Iran dengan Uni Eropa (EU3) dilakukan dengan itikad baik.

3%. Setclah melalui proses perundingan yang sangat alot, terutama butir amandemen yang
p¢rtama dan kedua, pada akhirnya usul inisiatif Indonesia yang juga didukung oleh Qatar
dl[n Afrika Selatan, dapat diterima. Dalam proses memang ada upaya Iran melalui jasa
bgik Afrika Selatan untuk tampll dengan suatu usulan solusi, sechingga dengen begitu
rqncangan resolusi bisa dlkeaampmgkan Afrika Selatan sempat mengadakan pertemuan
kpnsultasi dengan Duta Bcsur Iuggns (wakil dari P5+1) dan Iran, yang dipimpin oleh
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Afrika Sclatan selaku Ketua sidang Dewan, namun ternyata tidak ada usulan substantif
apapun, karena itu rancangan resolusi lalu dipungutsuarakan.

39. Atas pertimbangan hal-hal tersebut, Pemerintah lalu memutuskan untuk mengambil
pdrsuaraan mendukung resolusi yang disyahkan secara konsensus.

(Q2: HAK MEMANFAATKAN IPTEK)

4Q. Berkaitan dengan pertanyaan kedua yaitu ,Apakah posisi yang diambil terhadap
repolusi DK PBB tersebut tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945 terutama yang menyangkut pasal-pasal tentang hak memanfaatkan ilmu
pgngetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat? Pemerintah berpendirian
bghwa posisi yang diambil Pemerintah terhadap resolusi DK PBB 1747 tidak
bdrtentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik Pembukaan maupun: batang
luPuhnya.

41. Keputusan Pemerintah untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
ydng pencalonannya dilakukan sejak tahun 1996, merupakan upaya yang konsisten agar
Indonesia dapat memberikan sumbangsihnya yang lebih besar bagi upaya memelihara
p¢rdamaian dan keamanan dunia, yang merupakan mandat utama Dewan Keamanan PBB.
Pesisi dan sikap Indonesia terhadap isu nuklir tetap konsisten, baik di dalam maupun di
lgar Dewan Keamanan, yaitu bahwa pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai
mierupakan hak mendasar (inalienable rights) dari setiap negara.

4. Karena itu, Indonesia secara terbuka menyatakan di berbagai forum bahwa Indonesia
mendukung sepenuhnya hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan
dgmai, tentunya dengan sepenuhnya menghormati kewajibannya untuk melakukan
pgngembangan teknologi nuklir itu secara transparan dan akuntabel. Hak Iran itu dijamin
d3lam kesepakatan Internasional dalam bentuk perjanjian. Dan hak Iran itu juga
sqsungguhnya hak kita juga dan hak banyak negara berkembang lainnya.

. Karena itu kita tidak ingin solusi dari masalah nuklir Iran ini berujung pada
p ngurangan hak negara-negara, utamanya negara berkembang, untuk mengen 1bangkan
nologi nuklir untuk tujuan damai. Dalam proses negosiasi resolusi 1747, hai ini juga

ng berada di wilayah jurisdiksi Indonesia. Sedangkan hak Iran untuk mengembangkan
knologi nuklir untuk tujuan damai telah dijamin dalam suatu traktat Internasional, yaitu
NPT.

£

. Sesungguhnya masalah yang menjadi pokok persoalan dari isu nuklir Iran bukanlah
asalah haknya itu sendiri, tetapi bagaimana hak atas pengembangan teknologi nuklir
ituk tujuan damai dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan keterikatan

c S
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ygng dibuat oleh Iran sendiri pada berbagai perjanjian internasional sebagai negara yang
bgrdaulat.

46. Dengan Indonesia mendukung resolusi 1747, Indonesia juga konsisten dalam upaya
miencari solusi damai dari permasalahan dan konflik internasional, sesuai dengan amanat
konstitusi dan politik luar negeri yang selalu berusaha mencari cara-cara damai dalam
nienyelesaikan masalah. Sementara resolusi itu sendiri masih memberikan kcutamaan
bagi penyelesaian secara damai. Pemerintah Indonesia akan menolak kemungkinan
p¢nggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah.

(03: SOAL KEBERPIHAKAN)

4F. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apakah menurut Pemerintah dukungan terhadap
r¢solusi tersebut bukan merupakan keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap
pjhak yang tertindas karena tuduhan yang dijatuhkan kepada Republik Islam Iran sampai
saat ini tidak terbukti?

48. Kiranya perlu kami tekankan bahwa dukungan negara-negara terhadap resolusi 1747

ifiak dapat disederhanakan sebagai keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap
prhak yang tertindas, yang terakhir ini dimaksudkan Iran. Resolusi 1747 disahitin secara
kbnsensus atas dukungan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu ‘& anggota
t¢tap, dan 10 anggota tidak tetap, yaitu Indonesia, Qatar, Afrika Selatan, Ghana, Kongo,
Beru, Panama, Belgia, Italia dan Slovakia. Ke-15 negara tersebut terdiri dari 5 negara
pemilik senjata nuklir yang mempunyai hak veto, dan yang 10 lainnya tidak. 15 negara ini
jpga terdiri dari 7 negara maju dan 8 negara berkembang. Hampir semuanya negara
berkembang ini adalah anggota Gerakan Non-Blok (GNB).

—

49. Jadi sangat tidak mungkin untuk dikatakan bahwa ke-15 negara ini berkonspirasi
yntuk menindas Iran, karena setidaknya negara-negara berkembang anggota Non-Blok
skcara bersama-sama selama ini konsisten dalam memperjuangkan dunia yang lebih aman
dan damai, bebas dari senjata nuklir, kuat dalam solidaritas sebagai sesama negara
Herkembang tetapi juga gigih dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang untuk
ihengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

30. Kesan seolah-olah bahwa resolusi 1747 semata-mata dipelopori oleh Amerika Serikat,
ada hakekatnya tidaklah demikian. Perlu diketahui bahwa dua negara besar, Rusia dan
"hina, yang sampai dengan tahun lalu menampilkan posisi yang cukup simpatik kepada
an, juga ikut terlibat dalam perancangan dan menjadi ko-sponsor terhadap resolusi itu.
edua negara besar tersebut tentunya tidak dapat ditekan oleh Amerika Serikat.
emestinya Rusia dan China dapat menggunakan hak veto-nya, apabila berkeinginan
acnolak resolusi tersebut. Seperti Indonesia, akhirnya Rusia dan China menjadi bagian
onsensus Dewan Keamanan PBB. -

1. Dalam perbincangan masalah nuklir [ran di berbagai forum, terutama 4i Badan
‘enaga Atom [nternasional dan Dewan Keamanan PBB, tuduhan yang ditujukan kepada
ran scbetulnya bukan Iran telah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuzn militer,
tau Iran telah mengembangkan senjata nuklir. Tetapi, Iran dianggap tidak menunjukkan
ransparansi dalam aktifitas nuklirnya.

i
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. Hal ini sangat berbeda dengan isu nuklir Korea Utara. Pemerintah Koreca Utara
engakui secara terbuka telah mengembangkan dan melakukan uji coba senjata nuklir.

S¢mentara isu nuklir Iran, masalahnya masih terbatas pada pengembangan tcknologi
nyklir, termasuk pengayaan uranium, namun belum membuat senjata nuklir.

53. Badan Tenaga Atom Internasional menilai Iran selama 20 tahun tidak cukup
lL\)nsparan dan akuntabel. Dasar penilaian yang digunakan bukanlah standar-standar yang

aksakan (imposed) oleh pihak lain, tetapi norma dan standar yang berlaku bagi semua,

yang tertuang dalam NPT dan Safeguards Agreements di mana Iran menjadi pihak.

prena itu Indonesia, dalam berbagai kesempatan termasuk dalam pembicaraan Presiden
idhoyono dengan Presiden Ahmadinejad pada bulan Mei 2006, meminta kepada Iran

whtuk bekerjasama penuh dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan melaksanakan
kqwajiban-kewajibannya.

54. Penilaian apakah Iran telah mengembangkan teknologi nuklimya secara transparan
d4n akuntabel tidak dibuat oleh badan politis seperti Dewan Keamanan, melainkan oleh

dan teknis yaitu Badan Tenaga Atom Internasional. Sebelum mengangkat dan
mbicarakan isu nuklir Iran, Dewan Keamanan meminta pendapat dan laporan dari
hdan Tenaga Atom Internasional. Dan berbagai laporannya, IAEA jelas menyimpulkan
oses pengembangan teknologi nuklir oleh Iran tidak cukup transparan dan akuntabel.

p4: SOAL STANDAR GANDA)

p. Selanjutnya, pertanyaan ke-empat: Apakah menurut Pemerintah solusi tersebut tidak
skriminatif dan berstandar ganda karena DK PBB tidak pernah mengeluarkan resolusi
au sanksi terhadap Israel yang secara terang-terangan telah mengakui memiliki kekuatan
trsenjataan nuklir?

p. Dalam diplomasi di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,
ring kali kita menyaksikan pendekatan kekuasaan sangat menonjol, utamanya oleh
pgara-negara besar yang memiliki kekuatan politik, ekonomi dan militer, untuk
emaksakan cara-cara pandangnya terhadap suatu masalah, dan cara menyelesaikan
asalah itu. Ini merupakan suatu realitas. Karena itu para pendiri negara kita
engamanatkan akan kewajiban kita untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang
prdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tatanan dunia (world
der) yang demikian belum ada, dan karena itu masih harus terus diperjuangkan.

. Dalam masalah perlucutan senjata, dunia menerima kenyataan akan adanya sejumlah
pgara yang memiliki senjata nuklir, diantaranya negara anggota tetap Dewan Keamanan.
arena itu usaha mengurangi dan menghapuskan senjata nuklir merupakan proses yang

ilak mudah. Karena negara-negara itu akan menggunakan hak veto-nya apabila hak

ereka dikurangi.

B. Sistem perlucutan senjata nuklir yang diatur NPT dan Safeguards Agreements adalah
stem minimal untuk mendorong pengurangan ribuan hulu ledak senjata nuklir. Negara
ang memiliki senjata nuklir pada umumnya adalah mereka yang memiliki teknologi
klir dan karena itu mengontrol lalu lintas teknologi nuklir. Dengan menjadi pihak pada
PT, maka kita menerima kenyataan kepemilikan senjata nuklir oleh segelintir negara
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sepagai solusi sementara dan mengikatkan diri untuk mengembangkan teknologi nuklir

tuk tujuan damai.

. Ada sejumlah negara yang memilih untuk berada di luar sistem NPT dan Safeguards

Agreements, yaitu Pakistan, India, Israel dan belakangan Korea Utara. Lebih dari 180

ty|

nggara anggota PBB menjadi pihak pada NPT dan Safeguards Agreements dan karena itu
menjadi bagian dari suatu sistem dan kerjasama pengembangan teknologi nuklir untuk

uan damai. Sebagai tukarannya, negara-negara tersebut mendapat hak melekat untuk

mg¢mperoleh manfaat atas pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

6(

. Sebaliknya negara-negara yang tidak tunduk pada rezim NPT, tidak berhak mendapat

ddukungan dan kerjasama. Karena itu mereka mengembangkan teknologi nuklir baik atas
kemampuannya sendiri maupun mencuri teknologi dari pihak lain. Karena itu terlepas dari

ketidakadilan besar, kalau kita berbicara tentang teknologi dan senjata nuklir, tidak dapat

ki
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a serta merta membandingkan kasus Iran dengan Israel.

. Standar tentang cara pengembangan teknologi nuklir secara damai, yait1 prinsip
nsparansi dan akuntabilitas melalui sistem pengawasan (monitoring) dan verifikasi

g sama yang berlaku bagi sejumlah besar negara yang menjadi pihak pada NPT dan
feguards Agreements. Standar ini berlaku juga bagi Indonesia dan banyak negara lain,
masuk Iran. Karena Iran mengikatkan diri untuk menjadi bagian dari sistem, maka

)':Flg ketat, yang ingin digunakan untuk menakar Iran, harus dibandingkan dengan takaran

ftem itulah yang digunakan sebagai standar untuk mengukur perilaku Iran, bukan

stgndar lain di luar NPT (apabila ada) yang digunakan negara-negara yang tidak menjadi
pihak pada NPT seperti Israel, Pakistan, India dan Korea Utara.

6. Indonesia dan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok lainnya, yang sesungguhnya
mgrupakan mayoritas masyarakat internasional, terus berupaya mengoreksi ke-tidak-
adilan dalam hal kepemilikan senjata dan teknologi nuklir. Kita konsisten menolak

kgpemilikan senjata nuklir oleh Israel, yang jelas berada di luar sistem NPT. Diterimanya
ujtuk pertama kali rujukan mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah

dglam resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 merupakan bagian dari tekanan
tethadap Israel.

63.

kq

P3

64
ks
b4

Langkah-langkah ke arah pembatasan wilayah penggelaran senjata nuklir melalui
nsep kawasan bebas senjata nuklir (nuclear weapon free zone) secara politis cukup

bgrmakna. Inilah yang dimaksud dengan pembatasan proliferasi horizontal. Melalui
pqnciptaan kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di seluruh dunia akan membatasi ruang
gqrak senjata nuklir, seperti yang sudah ada di Asia Tenggara (Treaty of Bangkok-1995),

sifik (Treaty of Raratonga-1985), Amerika Latin (Treaty of Tlateloco-1967), Afrika

(Treaty of Pelindaba-1996) dan Asia Tengah (Treaty of Semipalatinsk-2006).

. Dalam konteks inilah, ketika Indonesia berhasil memasukkan amandeme: tentang
wasan bebas nuklir di Timur Tengah, maka negara-negara Timur Tengah menyambut
ik dan menghargai peran dan posisi Indonesia.

(Q5: REPUTASI DIPLOMASI INDONESIA)
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63. Terhadap pertanyaan kelima yaitu Apakah menurut Pemerintah kedudukan Indonesia
sgbagai anggota tidak tetap DK PBB yang tidak dimanfaatkan untuk membela k:ebenaran
akan merugikan posisi dan reputasi diplomasi Indonesia dalam jangka panjang?
disampaikan penjelasan sebagai berikut:

6¢. Kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan membawa
tahggung jawab yang besar, tidak hanya terhadap bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga
k¢pada masyarakat internasional. Di samping atas pertimbangan-pertimbangan kita
sdndiri terhadap suatu rancangan resolusi, Indonesia juga melakukan konsultasi-konsultasi
efat dengan negara-negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan, yaitu
Alfrika Selatan, Kongo, Ghana, Qatar, Panama dan Peru. Dan menyangkut resolusi 1747
mfengenai Iran, maka Indonesia juga melakukan konsultasi dengan negara-negara Arab,
dan tidak kurang dengan Iran sendiri.

67. Dalam masalah nuklir, ada posisi-posisi prinsip dan pendirian dan cara-cara
enyelesaikan sengketanya secara damai yang kita anggap benar dan kita pegang teguh.
tbagai sahabat, melalui dukungan terhadap resolusi justru ingin kita sampaikan pesan
ntang perlunya Iran bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan
jembuat pengembangan teknologi nuklirnya transparan, seperti yang sudah disampaikan
ojch Presiden Yudhoyono kepada Presiden Ahmadinedjad di Jakarta pada bulan Mei
D06. Dalam persahabatan, didalamnya juga terkandung bahwa kawan tidak harus selalu
empunyai penditian yang sama. Dan juga sebagai kawan, kita harus mampu
njenyampaikan kebenaran tentang cara menyelesaikan masalah isu nuklir Iran betapapun
ungkin tidak enak didengarnya.

_ —_
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B. Posisi itu konsisten diambil oleh Indonesia. Jauh sebelum Dewan Keamanan
cmbahas dan mensahkan resolusi 1747, Presiden Yudhoyono telah menyarankan kepada
Fesiden Ahmadinejad saat berkunjung ke Indonesia pada awal Mei tahun 2045, hal-hal
s¢bagai berikut:

Agar Iran bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional;

Iran mematuhi Safeguards Agreements;

Iran menghentikan sementara pengayaan uranium, sementara itu negara mitranya dalam
prunding (P5+1) untuk menghentikan tekanan dan karena itu keduanya dapat memulai
embali perundingan tanpa prasyarat; dan

Mengubah format perundingan antara Iran dengan EU3 (Inggris, Perancis dan Jerman)
ngan menyertakan negara-negara yang cukup simpatik terhadap Iran, yaitu Rusia dan
hina, serta beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan dan Indonesia yang
s¢lama ini mempunyai reputasi baik dalam kerjasama teknologi nuklir. Forum negosiasi
Ifan-EU3 memang diubabh, tetapi menjadi Iran-P5+1, tanpa menyertakan satu pun negara
berkembang yang menjadi sahabat Iran.

T =

O O x o 0 g8

. Posisi yang diambil Indonesia untuk menjadi bagian konsensus dalam pengesahan
rgsolusi 1747, seperti dikatakan di atas, merupakan posisi yang juga diambil negara-
gara anggota tidak tetap yang menjadi anggota Gerakan Non-Blok dan OKI. Jadi bukan
sisi yang terisolir dari pandangan mainstream negara-negara di dunia, termasuk antara
negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Arab dan negara-negara OKI
lainnya.

0. Ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir di KTT Liga Arab di Riyadh pada tanggal 28
Maret 2007, 4 hari sesudah resolusi 1747 disyahkan, pada umumnya negara-negara Arab
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dapat memahami keputusan Pemerintah Indonesia tersebut. Juga dari laporan perwakilan-
pekwakilan RI di luar negeri, pada umumnya negara-negara sahabat Indonesia memahami
dapn mendukung keputusan Pemerintah tersebut. Malaysia dan Jordan, secara terbuka
bahkan menyerukan Iran melaksanakan dengan baik Resolusi 1747.

71§, Patut dicatat pula bahwa Konperensi para Menteri Luar Negeri OKI di Islamabad pada
peftengahan Mei 2007 memang mengeluarkan resolusi tentang isu nuklir Iran yang secara
supstantif sangat minim, yaitu menggarisbawahi hak Iran untuk mengembangkan
teknologi nuklir secara damai. Tetapi, resolusi itu sama sekali tidak memuat rujukan
teptang dukungan OKI terhadap posisi Iran dalam masalah isu nuklir Iran di Dewan
Kg¢amanan PBB.

74 Pada kenyataannya, posisi yang diambil Indonesia terhadap resolusi 1747 tidak
m¢ngurangi reputasi Indonesia ataupun mengurangi keleluasaan Indonesia bergaiil dengan
nepara-negara lain, termasuk dengan Iran. Keleluasaan Indonesia yang terbuka dalam
pefgaulan antara bangsa dan penerimaan baik oleh bangsa-bangsa lain harus dilihat dalam
litas berbagai jaringan kerjasama regional dan internasional di berbagai btidang di

erintah selalu mengatakan dan tidak pernah mencurigai program pengembangan
lir [ran untuk tujuan damai?

74. Dapat saya tegaskan bahwa sejak dua tahun terakhir Pemerintah memang mengulang-
ulgng dukungannya terhadap Iran dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan
damai. Pemerintah tidak permah mengatakan mencurigai atau tidak mencurigai program
pepgembangan nuklir Iran ke arah tujuan militer, karena kompetensi dan expertise serta
penguasaan teknologi untuk menilai hal itu ada pada Badan Tenaga Atom Internasional;
bukan kompetensi kita sebagai salah satu negara anggota. Laporan-laporan Dirjen Badan
Tgnaga Atom Internasional, termasuk yang dikeluarkan menjelang resolusi 1747 itulah
yahg menjadi dasar dan acuan negara-negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

75 Iran tahu persis, ketika mengambil keputusan untuk membawa masalah nuklir Iran ke
Ddwan Keamanan dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional
tanggal 4 Februari 2006, Indonesia mengambil posisi Abstain (yang berarti
mg¢nguntungkan Iran). Indonesia menginginkan masalah nuklir Iran diselesaikan melalui
kefjasama Iran dengan Badan Tenaga Atom Internasional dalam lingkup bacan teknis
terpebut. Tetapi, hal ini tidak terjadi.

76] Pesan-pesan yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Yudhoyons kepada
Prg¢siden Ahmadinejad pada bulan Mei tahun lalu di Jakarta sangat jelas bagi Iran dan
popisi yang diambil Indonesia dengan mendukung resolusi 1747 konsisten dengan posisi
yahg disampaikan Indonesia pada tahun lalu.

77} Pemerintah Iran mungkin saja kecewa, namun posisi yang diambil Indonesia

kopsisten dan bahkan secara transparan selalu dikomunikasikan dengan pihak Pemerintah
Iran. Hubungan bilateral Indonesia € Iran sangat multi-dimensional, meliputi hubungan
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pqlitik, ekonomi, perdagangan, investasi dan sosial budaya. Pada kenyataannya
hybungan-hubungan itu tidak banyak terganggu dengan adanya resolusi 1747.

74. Bahkan 5 hari sesudah resolusi disahkan, Iran telah meminta jasa baik Indonesia untuk

Pmbantu mencegah kasus 15 anggota marinir Inggris yang ditahan Iran untuk dibawa ke
pwan Keamanan PBB dan mencegah Dewan mengeluarkan pernyataan mengenai kasus
sebut. Indonesia bersama Rusia menentang keras usulan Inggris karena memandang

kgsus itu merupakan masalah bilateral yang harus diselesaikan antara Inggris dan Iran.
P4da akhirnya Dewan Keamanan tidak jadi mengeluarkan pernyataan atas kasus itu dan
ddlegasi Iran di New York telah menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas
kdrjasama baik Indonesia. Di Teheran, Kepala Perwakilan RI (Kuasa Usaha Ad Interim)

ah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri dan pada kesempatan tersebut Pemerintah
in secara khusus menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

. Pemahaman atas posisi Indonesia dan ikatan hubungan bilateral yang multi-
mensional itulah yang juga memungkinkan partisipasi delegasi Iran pada pertemuan
ra tokoh Sunni dan Syid€™ah pada bulan April 2007 di Bogor.

. Dalam perkembangan hubungan Indonesia-Iran, perlu pula dicatat upaya Indonesia

menentang  rancangan pernyataan pers Presiden Dewan Keamanan mengenai

O%remarkd€0? Presiden Iran tentang Israel. Indonesia melihat adanya selektifitas

d;iam pengajuan rancangan tersebut, dan negara-negara pengusul dan pendukung

cangan pernyataan tersebut tidak memberi tanggapan terhadap kasus yang lebih
cndesak seperti penangkapan dan penahanan 45 orang anggota parlemen dan kabinet
lestina, serta pernyataan pernyataan pejabat tinggi Israel mengenai rencana ex:rajudicial
sassinations terhadap para pemimpin Hamas termasuk Khaled Meshaal.

. Upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia tersebut di atas secara khusus telah
endapal apresiasi sebagaimana telah disampaikan secara langsung oleh Presiden Iran
hmadinedjad kepada Utusan Khusus Presiden RI, Dr. Alwi Shihab, yang telah
rkunjung ke Iran tanggal 18-19 Juni 2007. Pada kesempatan ini pemerintah Iran juga
lah menegaskan komitmen mereka untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral
rmasuk di bidang investasi.

. Atas dasar posisi-posisi prinsip Indonesia mengenai masalah perlucutan senjata nuklir,
donesia akan terus mendorong Iran untuk bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom
ternasional. Dengan begitu potensi konflik yang lebih luas dapat dihindari dan
Ppercayaan masyarakat internasional terhadap Iran dapat dipulihkan dan membawa

it
Py

(¢

8
D
m

nlszaat bagi kesejahteraan rakyat Iran. Ini merupakan salah satu bentuk peiaksanaan
P

litik luar negeri yang bebas dan aktif. Kepada negara sahabat pun, Indonesia dengan
kad baik perlu berkata jujur dan lugas untuk meluruskan sesuatu atau menempatkan
trsoalan pada tempatnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut.

p7. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN)

3. Perkenankan saya selanjutnya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ketujuh

ppatkah  Pemerintah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang akhimya
cnyetujui resolusi tersebut di atas?
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. Sejak rancangan resolusi mengenai isu nuklir Iran disepakati oleh P5+1, secara
rtikal input dari lapangan oleh PTRI New York disampaikan ke Pusat, dalam hal ini
pada Menteri Luar Negeri; dan oleh Menteri Luar Negeri kepada Presiden.

- Secara horizontal, proses konsultasi juga dilakukan oleh delegasi Indonesia dengan

sama anggota Dewan Keamanan, utamanya dengan Kaukus GNB dan juga dengan

gara-negara anggota OKI. Secara paralel, konsultasi juga dilakukan oleh Menteri Luar

pgeri dengan sesama menteri luar negeri dan oleh Presiden dengan Presiden Thabo

eki dalam kedudukan Afrika Selatan sebagai Ketua Dewan Keamanan dan Presiden
adinejad sebagai pihak 'yang paling berkepentingan.

84 Paralel dalam ketiga tingkatan proses konsultasi di New York, di Jakarta par.a tingkat

pr

esiden dan menteri luar negeri, Indonesia menyampaikan pesan tentang perlunya proses

konsultasi di Dewan dilakukan secara inklusif dan dalam alokasi waktu yang cukup.

In

lonesia bersama Afrika Selatan dan Qatar berpendapat bahwa walaupun rancangan

regolusi sudah disiapkan oleh lima negara anggota tetap, negara-negara anggota tidak
tetap tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kita menuntut agar diberikan waktu untuk
m¢mpelajari dan menyampaikan amandemen-amandemen terhadap rancangan resolusi.

87} Melalui desakkan kita itulah maka terdapat peluang bagi ketiga negara ini untuk
m¢nyampaikan usul-usul amandemen ke arah resolusi yang lebih berimbang. Dalam
proses konsultasi di berbagai tingkatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga
m¢nggarisbawahi pentingnya penyelesaian isu nuklir Iran secara damai dan
m¢nghindarkan penggunaan cara-cara kekerasan atau militer.

88] Dari proses konsultasi tersebut di atas, sempat diperoleh informasi bahwa Iran akan
tathpil dengan suatu usulan terobosan; yaitu Iran bersedia untuk sementara waktu
mgnghentikan proses pengayaan uranium dan dengan begitu Dewan Keamanan juga
mgnghentikan proses resolusi. Kita mempunyai harapan baik dengan usulan Iran tersebut.
Sepagai Ketua Dewan Keamanan, Afrika Selatan sampai saat-saat terakhir tetap
mgngusahakan jalan kompromi untuk mencegah resolusi dengan mengundang konsultasi
Dya Besar Inggris yang mewakili ko-sponsor dan Duta Besar Iran. Ternyata usulan Iran
ituj tidak kunjung tiba, sehingga akhimya diputuskan pengambilan keputusan rancangan
resplusi pada tanggal 24 Maret 2007.

89

Dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan resolusi, delegasi Indonesia telah

menyampaikan Explanation of Vote before the Vote, yang secara terbuka mi¢njelaskan
alaan-alasan prinsip yang dianut oleh Pemerintah RI yang menjadi dasar bagi

du

kungannya terhadap resolusi 1747.

(Q3: JAMINAN TIDAK ADA SERANGAN MILITER)

90.

Pertanyaan terakhir, Terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat

resplusi 1747 akan terjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran. Jaminan langkah apa
yai)g akan diambil Pemerintah jika ada serangan militer?

91

lal
da

Te

| Resolusi 1747 mencapai tenggat 60 hari pada 24 Mei 2007, lebih dari satu bulan yang
. Dalam tenggat waktu itu Iran diharapkan menghentikan proses pengayaan uranium
{mcnyclesaikan masalah nuklir iran melalui negosiasi dengan P5+1. Dirjen Badan
aga Atom Internasional setelah tenggat waktu itu dilampaui, harus menyampaikan

LAPORAN PENELITIAN Sikap Indonesia Dalam Dewan Keamanan PBB Djoko Sulisty052




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

laporan mengenai kepatuhan Iran terhadap resolusi 1747 kepada DK PBB. Berdasarkan
laporan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional itulah, kemudian DK PBB akan
mgngambil langkah lebih lanjut.

93. Dengan kata lain, kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat
wiktu terlampaui akan terjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran, tidak terjadi. Hal
in} disebabkan karena resolusi 1747 didasarkan pada Pasal 41 Bab VII Piagam PBB, yang
hanya memungkinkan DK PBB memberikan sanksi terbatas pada Iran. Resolusi itu tidak
separa otomatis memberikan mandat kepada siapapun untuk mengambil tindakan, apalagi
segara militer.

&

93] Pemerintah masih menaruh harapan masalah nuklir Iran dapat diselesaikan secara
damai melalui perundingan antara Iran dengan P5+1 termasuk bagi Iran untuk
m¢manfaatkan double suspensions, yaitu penangguhan proses pengayaan uranium akan
m¢nangguhkan pembahasan di Dewan Keamanan dan penghentian proses pengayaan
urdnium akan menghentikan efek apapun dari resolusi 1747, di samping pemanfaatan
ingentif-insentif yang ditawarkan apabila Iran memenuhi sepenuhnya resolusi 1747.

94( Pclajaran yang dapat ditarik dari masalah serupa adalah kesepakatan yang dicapai
dalam proses Six Party Talks bagi penyelesaian isu nuklir Korea Utara, yang juga telah
dijenakan dua resolusi Dewan Keamanan. Harapan tentang tidak terjadinya kemi:ngkinan
pepggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran masih dapat
digantungkan pada upaya-upaya berbagai pihak terkait untuk mengadakan pertemuan dan
negosiasi. Diantaranya dialog yang telah dimulai kembali antara Komisi Uni Eroa, Javier
Solana, dengan Ketua Perunding Iran, Ali Larinjani di Ankara baru-baru ini, serta
pefiemuan-pertemuan mengenai masalah Irak dimana Menteri Luar Negeri Amerika
Segikat dan Iran bersama hadir. Juga pertemuan tingkat Duta Besar antara Amerika
Segikat dan Iran yang ditampilkan guna membicarakan masalah keamanan di Irak, tapi
diduga dan besar kemungkinan masalah isu nuklir Iran juga dibahas.

95| Pemerintah Indonesia ikut mendorong agar Iran dan P5+1 secara maksimal
menanfaatkan forum perundingan yang selama ini sudah ada dan forum-forum lain yang
pada gilirannya dapat meredam ketegangan masalah isu nuklir ini dan menggiring para
pihpk menyepakati penyelesaian damai.

96.| Berakhirnya tenggat waktu 60 hari dan bahkan terlampauinya tenggat itu selama 8
ggu terakhir, mudah-mudahan memberikan tanda-tanda baik bagi penyelesaian secara
ai. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan
kebjijakan yang mengedepankan cara-cara damai untuk menyelesaikan situasi konflik
intgreasional, Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa Indonesia akan menolak
apapila cara penggunaan kekerasan diambil dalam menyelesaikan masalah isu nuklir Iran.

97.[Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kuwait pada tanggal 30 Mei 2007 di
Jakprta, Presiden mengulangi lagi komitmen Indonesia untuk mendorong solusi damai
bagli berbagai konflik di kawasan Timur Tengah dan menolak penggunaan cara-cara
kekerasan dalam penyelesaian masalah.

Pinjpinan dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

(PENUTUP)
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98] Demikian beberapa hal disampaikan sebagai penjelasan dan jawaban atas 8

pe
Al

tanyaan yang disampaikan kepada Pemerintah, berkaitan dengan pengajuan interpelasi
ggota DPR-RI atas persetujuan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB

Ndmor 1747.

991 Pemerintah menyadari pentingnya tampilan suara Indonesia yang utuh dan solid di

be

fbagai forum internasional. Suara kita yang terpecah hanya akan mengurangi

krqdibilitas Indonesia. Inilah sifat khas politik luar negeri, dimana pada hakek: tnya kita
besama-sama sebagai satu bangsa menghadapi pihak lain di luar kita. Oleh karena itu,

Pe
be

rerintah telah membangun berbagai saluran komunikasi dan konsultasi dengan
bagai komponen bangsa di dalam neger:, termasuk kalangan anggota DPR-R1. Dengan

begitu, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat bersifat aspiratif.

109. Dalam pembahasan isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB, guliran prosesnya
berjangsung demikian cepat, sehingga terdapat kesenjangan antara proses itu dengan
updya komunikasi di dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah dengan segala kerendahan hati
mepyampaikan permohonan maaf. Ke depan, kita akan terus berupaya membangun
korhunikasi dan konsultasi yang lebih baik.

S€T

10&. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada hari ini memberikan hikmah bagi kita

ua scrta memperoleh ridho Tuhan YME.

Waksalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakhria, 10 Juli 2007

Su

mber;

httpt//www .presidensby.info/index.php/fokus/2007/07/10/2005.html
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